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ABSTRAK 
Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, merupakan salah satu titik kawasan 
permukiman kumuh yang berada di Kabupaten Majene. Faktor-faktor atau 
permasalahan Permukiman Kumuh di Kelurahan rangas adalah permasalahan 
sarana dan prasarana Lingkungan seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat 
baik pencahayaan, udara dan toilet serta bersifat temporer, dimana tidak 
diperbaiki dengan baik, hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan 
permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan.. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan strategi penanganan. Untuk 
mengetahui tingkat kekumuhan, digunakan analisis pembobotan yaitu Draft 
Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan 
Permukiman Kumuh dari Kementrian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk 
menentukan strategi penanganan digunakan analisis SWOT. Sehingga hasil dari 
penelitian ini, tingkat kekumuhan termasuk kategori kumuh sedang, dan strategi 
penanganan yaitu dengan melakukan peremajaan. Program penataan berupa 
program fisik dan non fisik 
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A. Latar Belakang 
       Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia di cirikan dengan 
pertumbuhan penduduk seperti halnya Negara-negara berkembang lainnya 
berlangsung dengan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat 
ini mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan 
prasarana  yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan meningkat 
pula.s 
    Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh 
daerah perkotaan maupun pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat 
pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata 
dapat menjangkau keseluruh lapisan masyarakat, ini ditandai dengan 
meningkatnya kosentrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti 
dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan 
dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah harus 
tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 
Berkembanganya suatu lingkungan permukiman tidak terlepas dari 
pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan 
penduduk itu sendiri maupun karena faktor terjadinya urbanisasi. Dampak 




tidak seimbangnya peluang kerja yang berada pada pedesaan ataupun yang 
berada di luar kota sehingga masyarakat  yang berada di luar kota 
berbondong-bondong datang ke kota dengan harapan mendapatkan 
pekerjaan, dari sinilah timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan salah 
satunya seperti munculnya permukiman kumuh akibat kurangnnya 
ketersediaan lahan. Seiring pertumbuhan penduduk di suatu daerah, maka 
kebutuhan penyediaan akan sarana prasarana dan permukiman akan 
meningkat pula, baik melalui peningkatan atau pembangunan baru. 
Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di dalam bidang 
permukiman sudah lama mendapat para perhatian peneliti di Indonesia. 
  Di Indonesia penurunan kualitas lingkungan perumahan desa maupun 
kota banyak dijumpai pada daerah - daerah lingkungan padat, seperti 
lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara 
optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan 
yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut. 
  Berbagai upaya perlu dilakukan untuk pola pendekatan yang bersifat 
holistic, perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan 
diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, 
perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan 
sanitasi, penyediaan sarana MCK, bak sampah, dan penyediaan air 
bersih.Program ini di dukung konsep Dirgen Cipta Karya Kementerian 




bertujuan penanganan kualitas permukiman seperti air bersih, permukiman 
kumuh dan sanitasi. 
Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya 
adalah penanganan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang 
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan 
permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah 
satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan 
kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang 
layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.  
  Permasalahan lingkungan permukiman yang di kategorikan tidak 
sehat juga dialami di Kelurahan Rangas, penyebab utamanya sama seperti di 
kota-kota kecil lainnya di Indonesia dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, baik karena 
pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya 
urbanisasi. 
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau 
berproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan. 
3. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh 
lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular. 





5. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya 
pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak 
ada, dan sebagainya. 
6. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional. 
7. Secara social terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya. 
8. Ditempati secara illegal atau status hokum tanah yang tidak jelas 
(bermasalah). 
9. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak 
kriminal. 
Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, merupakan salah satu titik 
kawasan permukiman kumuh yang berada di Kabupaten Majene. Kondisi 
permukiman kumuh di Kecamatan Banggae ini, sebenarnya ini sudah 
terbentuk lama namun karena kurangnya perhatian dari pemerintah membuat 
kawasan permukiman kumuh di kelurahan rangas ini tidak teratasi. Faktor-
faktor atau permasalahan Permukiman Kumuh di Kelurahan rangas adalah 
permasalahan sarana dan prasarana Lingkungan seperti hunian yang kondisi 
rumah tidak sehat baik pencahayaan, udara dan toilet serta bersifat temporer, 
dimana tidak diperbaiki dengan baik, hal ini sangat rentan terhadap 
kebakaran dan permasalahan kurangnya ketersediaan prasarana lingkungan 
di kelurahan ini seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan drainase di 
kawasan ini kondisinya masih minim dan ,menyebab lingkungan 




Sementara agama islam mengajarkan betapa pentingnya kebersihan 
sebagaimana dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi  
 ُّب ِحيُ ٌيمِرَك َةَفَاظَّنلا ُّب ِحيُ ٌفيِظَن َبِّيَّطلا ُّب ِحيُ ٌبَِّيط لىاَع َت َوَّللا َّنِإ
 :ىدميرتلا هاور( ْم حكَتَيِنَْفأ او حفِّظَن َف َدوْحلْا ُّب ِحيُ ٌداَوَج َمَرَكْلا7272)  
Artinya: Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. 
Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia 
menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan ia menyukai 
kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. (HR. 
At –Tirmizi: 2723) 
 
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tersebut sangat 
jelas perintah Allah SWT untuk kita menjaga kebersihan lingkungan karena 
sejatinya Allah menyukai kebersihan akan tetapi banyak diantara kita yang 
belum paham akan hal itu 
Maka dari itulah saya coba mengangkat sebuah judul tentang 
”Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganan pada 
Permukiman Kumuh di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae 
Kabupaten Majene ” sebagai bahan penelitian saya, dilihat atau ditinjau 
langsung di lapangan prasarana yang kurang memadai menjadi kendala dalam 
pelaksanaan keberhasilan menciptakan kualitas permukiman yang baik dan 





Allah SWT mengingatkan besarnya nikmat rumah bagi manusia dengan 
berfirman (Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan 
penyelenggara penerjemah/pentafsir Al Qur’an, Jakarta, 1971). 
Terjemahnya : 
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan 
Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang 
ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan 
waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta 
dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) 
sampai waktu (tertentu). (Q.S An Nahl Ayat 80) 
 
     Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT 
menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami 
mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama 
bagi bangunnya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini 
dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi.  
Allah juga menjadikan kamu dalam hal ini rumah-rumah kamu sebagai tempat 
tinggal yang dapat memberi ketenangan menghadapi gangguan lahir dan bathin.  
   Maka, Rumah sebagai tempat tinggal menjadi faktor penting dalam 
pemenuhan hajat hidup manusia sehingga keberadaannya menjadi gambaran 




oleh Allah SWT untuk menjadi landasan guna melakukan aktifitas dalam 
kehidupan yang dijalani umat manusia. (Shihab:2002) 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Rangas, 
Kecamatan Banggae? 
2. Bagaimana strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan 
Rangas, Kecamatan Banggae?  
C. Tujuan 
1. Untuk Mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan 
Rangas, Kecamatan Banggae. 
2. Untuk mengetahui strategi penanganan permukiman kumuh di 
Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji 
hal-hal yang tentunya berkaitan dengan permukiman kumuh. 
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten 
Majene dalam menentukan kebijakan pengembangan / penataan 







E. Ruang Lingkup Pembahasan 
1. Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi dari penelitian ini yakni mengenai identifikasi 
kawasan kumuh yang dibatasi pada bentuk pemetaan kawasan kumuh 
Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae dengan fokus kajian pada 
aspek kriteria kawasan kumuh disertai beberapa analisis pendukung 
untuk penetapan kawasan kumuh seperti analisis fisik kawasan, 
kondisi sarana dan prasarana serta konsep penanganan kawasan 
kumuh. 
2. Ruang Lingkup Wilayah 
Lingkup wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kelurahan 
Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. 
F. Sistematika Pembahasan. 
 Sub bahasan ini akan memberikan penjelaskan mengenai isi dari 
laporan secara singkat dan dapat memberikan gambaran secara 
keseluruhan mengenai isi dari laporan. 
PERTAMA PENDAHULUAN  
 Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, tujuan dan 








KEDUA TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini akan membahas berisi tentang rujukan teori dan materi 
yang berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi dan 
identifikasi terhadap data dan analisa yang akan dilakukan. 
KETIGA  METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, definisi 
operasional, teknik pengumpulan data, variabel dan indikator serta teknik 
analisa data. 
KEEMPAT HASIL DAN PEMABAHASAN 
 Bab ini berisi tentang Tinjauan umum wilayah Kabupaten Majene 
meliputi gambaran umum wilayah, letak geografis dan administrasi, 
aspek demografi, kondisi dan sebaran permukiman. Tinjauan umum 
wilayah kelurahan Rangas meliputi gambaran umum wilayah, letak 
geografis dan administrasi, aspek demografi, kondisi dan sebaran 
permukiman. Deliniasi potensi kawasan kumuh yang meliputi dasar 
pertimbangan, potensi kawasan kumuh, kondisi demografi, aksesibilitas 
kawasan, status lahan dan kondisi sarana prasarana kawasan. Dan bab ini 
juga berisi tentang analisis-analisis yang digunakan dalam penentuan 
kawasan kumuh di Kelurahan Rangas yang meliputi analisis fungsi dan 
kedudukan kawasan perencanaan, analisis fisik dasar kawasan, analisis 
kondisi sarana dan prasarana, analisis identifikasi kawasan kumuh serta 





KELIMA PENUTUP  
 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil kajian atau penelitian 
Kawasan kumuh Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten 
Majene serta saran-saran kepada pemerintah sebagai bahan masukan 






1. Pengertian Permukiman 
   Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 
2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu 
satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 
kawasan perdesaan. 
   Permukiman didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian 
yaitu : 
a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa 
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
b. Kawasan yang didominasi kawasan hunian dengan fungsi utama 
sebagai fungsi tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan 
kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan 
penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna 
dan berhasil guna. 




2. Faktor Dalam Permukiman 
   Agar terciptanya tertib pembangunan permukiman, terdapat lima 
faktor utama yang saling berkaitan dan harus dijadikan pokok perhatian, 
yaitu (Doxiadis dalam Budihardjo, 1985:52-54): 
1. Alam, menyangkut tentang pola tata guna tanah, pemanfaatan dan 
pelestarian sumber daya alam, daya dukung lingkungan serta taman, 
area rekreasi atau olahraga. 
2. Manusia, antara lain menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan fisik 
atau fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindung, rasa memiliki 
lingkungan (handarbeni) serta tata nilai dan estetika. 
3. Masyarakat, menyangkut tentang partisipasi penduduk, aspek hukum, 
pola kebudayaan, aspek sosial ekonomi, dan kependudukan. 
4. Wadah atau sarana kegiatan, menyangkut tentang perumahan, 
pelayanan umum dan fasilitas umum. 
5. Jaringan prasarana, menyangkut utilitas, transportasi dan komunikasi. 
3. Aspek Dalam Permukiman 
  Suatu permukiman hendaknya mengikuti kriteria bagi permukiman 
yang baik, dengan memenuhi hal-hal berikut (Silas, Johan;1990): 
1. Aspek fisik, meliputi : 
a. Letak Geografis, yaitu aspek yang menentukan keberhasilan dan 
perkembangan dari suatu kawasan. 
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b. Lingkungan alam dan binaan, yaitu aspek lingkungan alam dan 
binaan yang akan sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta 
kehidupan penghuninya. 
c. Sarana dan prasarana lingkungan, yaitu penyediaan sarana dan 
prasarana akan mendukung kegiatan dan kehidupan masyarakat 
dalam permukiman tersebut. 
2. Aspek non fisik, meliputi: 
a. Aspek politik, yang termasuk kebijaksanaan yang mengatur 
kawasan permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dan 
sebagainya. 
b. Aspek ekonomi, yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan 
dengan mata pencaharian masyarakat. 
c. Aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi kehidupan sosial 
masyarakat, bertetangga dan sebagainya. 
d. Aspek budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan adat 
istiadat, kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja. 
 
4. Faktor-Faktor Penentu Pengadaan Perumahan 
   Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya pengadaan perumahan dan 
permukiman antara lain : 
a. Faktor kebutuhan 
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Menyangkut besarnya kebutuhan berkaitan dengan jumlah 
penduduk yang membutuhkan perumahan baru untuk menampung 
kehidupannya termasuk : 
 Kebutuhan sebagai tempat tinggal  
Hal ini tentu saja berkaitan dengan benuk fisik dan lingkungan 
permukiman yang layak disebut sebagai tempat tinggal dan lebih 
baik dari kondisi rumah sebelumnya dan bertujuan untuk 
memperoleh ketenangan, kenyamanan dan keamanan. 
 Kebutuhan sebagai tempat usaha 
Jenis kebutuhan ini disamping untuk tempat tinggalnya 
sekaligus dapat digunakan untuk membuka tempat usaha baik yang 
berupa toko atau warung kecil. Mengingat kondisi masyarakat 
adalah golongan ekonomi lemah, untuk itu kebutuhan akan rumah 
bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal, selain itu juga dapat 
digunakan usaha menambah penghasilannya. 
b. Faktor minat 
Mengetahui minat ini sangat tergantung oleh keinginan masyarakat 
terhadap adanya perumahan baru yang sesuai dengan kemampuan 
mereka, antara lain : 
 Minat untuk suatu bentuk tipe rumah 
Hal ini berkaitan dengan keinginan penduduk terhadap bentuk 
tipe rumah yang sesuai untuk golongan ekonomi lemah, sehingga 
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akan dapat diketahui bentuk tipe rumah yang bagaimana yang 
diinginkan oleh penduduk tersebut. 
 Minat terhadap cara pembayaran atau angsuran untuk pelunasan 
atau penyewaanya.  
Setelah diketahui bentuk tipe yang diinginkan oleh penduduk, 
kemudian cara pembayarannya bagaimanan yang diinginkan atau 
dipilih untuk pelunasan atau penyewaan. 
 Minat terhadap jumlah pelunasan atau angsuran untuk pembelian 
atau penyewaan. 
Dengan cara pembayaran / angsuran yang telah dipilih untuk 
masyarakat, berapa kemampuan maksimal masyarakat untuk 
melunasi atau mengangsur dari perumahan tersebut baik untuk 
pembelian atau penyewaan. 
c. Faktor kemampuan daya beli atau sewa  
Mengingat kondisi masyarakat adalah golongan ekonomi lemah, 
hal ini tentu saja berpengaruh terhadap upaya pengadaan perumahan 
didukung oleh kemampuan daya beli/sewa masyarakat ini ditentukan 
antara lain : 
 Tingkat Pendapatan 
Yang dimaksud dengan tingkat penghasilan ini adalah 
menyangkut pendapatan rata- rata yang diterima penduduk dari 
jenis pekerjaan yang telah dilakukan dalam setiap bulannya. 
 Tingkat pengeluaran  
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Disamping dari tingkat pengahasilan yang diterima penduduk 
hendaknya kita lihat juga jumah pengeluaran untuk memenuhi 
kebutuhan sehari- harinya selama satu bulan dengan pertimbangan 
untuk membandingkan antara penghasilan yang diterima terhadap 
jumlah dari pengeluarannya. 
 Jumlah penghasilan yang dapat ditabung  
Merupakan sisa dari pengahasilan selain untuk kebutuhan 
sehari- hari yang disisihkan untuk di tabung dalam setiap bulannya 
untuk menunjang pengadaan perumahan. 
B. Permukiman Kumuh 
1. Pengertian dan Karakteristik Pemukiman Kumuh 
    Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingkat 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat 
tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah 
sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar 
seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas 
pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, 
perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat 
pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan 
keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah 
serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial 
budaya yang dianut. 
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   Kumuh atau slum adalah permukiman atau perumahan orang-orang 
miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di pinggir-pinggir jalan atau 
lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara 
keseluruhan atau juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan oleh 
Suparlan. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai 
tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah 
dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. 
(Raharjo, 2005:147) 
   Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh 
sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang 
tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya 
sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi 
sosial. Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh adalah bagian 
dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan 
kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat 
pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat 
kesehatan. 
   Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah 
Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 
prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
Karakteristik Pemukiman Kumuh menurut Johan Silas : 
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a. Keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa dibawah standar 
rata-rata 6 m2/orang. Sedangkan fasilitas perkotaan secara 
langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena 
lokasinya dekat dengan pemukiman yang ada, maka fasilitas 
lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya. 
b. Pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu 
dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah 
juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. 
Manfaat pemukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan 
harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas 
tinggi. Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada 
setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat 
diterima dan berdiam di sana. 
Kriteria Umum Permukiman Kumuh: 
a. Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada 
tempat yang perlu dibenahi. 
b. Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. 
Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan. 
c. Para penghuni lingkungan pemukiman kumuh pada umumnya 
bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan 
tingkat pendidikan rendah. 
d. Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada 
tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak 
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menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk 
mendorong mobilitas tersebut. 
e. Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam 
kesatuan program pembangunan kota pada umumnya. 
f. Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem 
kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap 
permanen. 
Kriteria Khusus Pemukiman Kumuh: 
a. Berada di lokasi tidak legal 
b. Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya 
amat rendah (miskin) 
c. Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota 
d. Tidak diinginkan kehadirannya oleh umum (kecuali yang 
berkepentingan) 
e. Pemukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non 
formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat 
dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah. 
2. Faktor-faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman kumuh 
   Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek 
penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan 
prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi 
dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh 
itu sendiri atau ekosistem kota. oleh karena itu permukiman kumuh harus 
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senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih 
luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang menjadi penyebab 
tumbuhnya permukiman adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Urbanisasi Dan Migrasi Penduduk 
   Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah 
desa menjadi kota sebagai dampak dari tingkat keurbanan (kekotaan) 
dalam suatu wilayah (region) atau negara. Konsekuensinya adalah 
terjadi perpindahan penduduk (dengan aktifitas ekonominya) secara 
individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau 
daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian 
tingkat pertumbuhan kota (urban growth) yang diartikan sebagai laju 
(rate) kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun 
kebersamaan secara nasional. 
   Ukuran tingkat keurbanan, biasanya dalam konteks 
kependudukan yaitu dengan memproporsikan antara jumlah penduduk 
perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Tetapi masalah 
urbanisasi tidak harus diinterpretasikan dalam konteks kependudukan 
semata, kenyataannya harus mencakup dimensi perkembangan dan 
kondisi sosial, ekonomi masyarakat, bahkan lebih jauh mencakup pula 
aspek budaya dan politik. Pada intinya dalam aspek kegiatan ekonomi, 
pengertian urbanisasi merupakan substansi pergeseran atau 
transformasi perubahan corak sosio-ekonomi masyarakat perkotaan 
yang berbasis industri dan jasa-jasa (Tommy Firman, 1996). 
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Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi 
terjadinya proses keurbanan, antara lain : 
1) Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan 
perkotaan 
2) Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah 
perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan 
3) Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari 
pertanian ke industri, utamanya bagi penduduk usia kerja di 
perdesaan 
4) Lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi, 
sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang 
permanen atau yang ulang alik. 
5) Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya 
aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya. 
Proses urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang 
dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Proses pembangunan 
yang berlangsung relatif pesat. Karena daya tarik kota sangat kuat, 
baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Keadaan daerah 
perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat 
dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. 
   Bagi kota yang mulai padat penduduknya, pertambahan 
penduduk tiap tahunnya jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja 
didalam wilayahnya sehingga dirasakan menambah berat 
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permasalahan kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan tinggal bagi 
kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran 
(slum area) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. 
   Migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli telah 
banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus 
melakukan penelitian tentang migrasi. 
   Lee dalam Lisna Yoeliani P (1966) mendekati migrasi dengan 
formula yang lebih terarah. faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai 
berikut : 
1) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran. 
2) Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran 
(destination) 
3) Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors) 
4) Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran. 
   Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat 
tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. 
Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor 
yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak 
berpindah. Di daerah tempat tujuan migran fakor tersebut dapat 
berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak 
yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang tidak 
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subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran 
merupakan pendorong untuk pindah. 
   Namun rasa kekeluargaan yang erat, lingkungan sosial yang 
kompak merupakan faktor yang menahan agar tidak pindah. Upah 
yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan 
migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun 
ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang 
tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah 
ke tempat tujuan migran tersebut. 
   Keberadaan penduduk migran di permukiman kumuh yang 
menempati lahan milik pemerintah atau milik publik, dapat 
dikategorikan sebagai hunian ilegal atau lazim disebut hunian liar 
(squatter). Hal ini jelas telah menimbulkan konflik antara penghuni 
dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang ditempatinya, 
Meskipun mereka tinggal pada permukiman liar, namun mereka juga 
membentuk lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), 
bahkan sebagian dapat menikmati penerangan listrik, ada pula yang 
punya telepon rumah, dan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Mereka juga telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan. Kondisi yang demikian, jelas akan mempersulit bagi 
Pemkot Kendari maupun pemilik lahan untuk membebaskan 
permukiman demikian.  
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   Penduduk pendatang yang kurang selektif, meskipun telah 
memberi kontribusi negatif terhadap kondisi lingkungan kota karena 
telah menciptakan permukiman kumuh dengan segala implikasinya, 
namun sebenarnya mereka juga memberi kontribusi positif bagi 
pembangunan Kota. Kota Kendari telah memperoleh alokasi 
sumberdaya manusia dari daerah perdesaan. Sumberdaya manusia asal 
perdesaan kendati kualitasnya rendah, namun mereka telah menjadi 
bagian dari ekosistem perkotaan yang secara langsung 
menyumbangkan jasa tenaga kerja murah, dan menyediakan produksi 
skala rumah tangga, terutama sangat diperlukan bagi usaha formal 
maupun masyarakat golongan menengah ke atas, baik sebagai tenaga 
kerja maupun sebagai bagian dari segmen pasar, bahkan sebagai 
distributor komoditi pabrikan.  
   Keberadaan permukiman kumuh yang dapat menyediakan 
perumahan murah, juga sangat membantu penduduk kota yang 
menginginkannya, misalnya buruh pabrik atau pegawai daerah 
golongan rendah yang memerlukan kamar sewaan ataupun kontrakan 
yang relatif murah. 
b. Faktor Lahan di Perkotaan 
   Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah 
menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah 
permasalahan perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan 
oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum 
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mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan. Di samping itu sebagian 
kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci untuk 
menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya 
mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang 
tidak layak. 
   Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum 
tidak mampu ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti 
arus mekenisme pasar tanpa mempertimbangkan secara serius 
pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin 
diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata 
berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan 
permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami 
penurunan kualitas dan rentan masalah sosial lainnya. 
3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar 
   Secara umum karakteristik permukiman kumuh diwarnai juga 
oleh tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti 
halnya suplai air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, 
sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang terbuka, pasar dan 
sebaginya. Bahkan hampir sebagian besar rumah tangga di lingkungan 
permukiman kumuh ini mampunyai akses yang sangat terbatas 
terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar tersebut. 
   Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana dasar ini 
pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah yang sangat 
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terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana 
lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran 
masyarakat juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh 
terbatasnya peran berbagai lembaga maupun individu atau pihak di 
luar pemerintah, baik secara profesional atau sukarela dalam 
peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar. 
4. Faktor Sosial Ekonomi 
   Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan 
permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah 
karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat 
pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang 
rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan 
sarana dan prasarana dasar. 
   Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni lingkungan 
permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu 
memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan 
konstribusi sangat signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu 
kota. aktivitas ekonomi di sektor informal terbukti telah memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan 
produksi melalui sektor informal.  
   Dengan demikian tingkat pendapatan penghuni lingkungan 
permukiman kumuh yang rendah ini merupakan permasalahan yang 
serius keberlangsungan produtivitas suatu kota. Permasalahan sosial 
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ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus 
urbanisasi dari desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan 
ekonomi sehingga menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh 
baru. 
   Persoalan ketidak mampuan ekonomi merupakan imbas 
urbanisasi, lonjakan pengangguran, serta tingginya tuntutan dan biaya 
hidup yang memaksa manusia kota kreatif untuk berusaha di bidang 
ekonomi. Berdasar survei Bappenas pada 2002, kuantitas pekerja di 
sektor informal selalu paralel dengan tingkat Pemutusan Hubungan 
Kerja serta angka pengangguran. Semakin tinggi angka Pemutusan 
Hubungan Kerja dan tingkat pengangguran, berarti jumlah Pekerja 
pada sektor informal juga akan bertambah. Urbanisasi juga 
menyumbang pertambahan pekerja pada sektor informal lantaran para 
pendatang dari perdesaan umumnya tak memiliki keterampilan yang 
memadai di sektor formal. (Jawa Pos, 17/02/06). 
  Aktivitas-aktivitas formal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan 
dipinggiran kota saja, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas 
ekonomi. Aktivitas-aktivitas ekonomi informal adalah cara melakukan 
sesuatu yang ditandai dengan : 
1) Mudah untuk dimasuki 
2) Bersandar pada sumber daya local 
3) Usaha milik sendiri 
4) Operasinya dalam skala kecil 
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5) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif 
6) Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal  
7) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat 
kompetitif. 
  Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya 
dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan 
yang ketat, dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah.  
Menurut Daldjoeni (1987:172), mereka yang masuk ke dalam 
sektor informal adalah mereka yang harganya berada di kelas dua, 
artinya bahwa mereka yang orientasi pemasarannya untuk golongan 
menengah ke bawah. Untuk itu, mereka harus lebih diformalkan, lebih 
dipadatmodalkan, lebih ditatabukukan, lebih dibadanhukumkan, dan 
lebih dikenai pajak. 
  Secara implisit dalam kegiatan perdagangan, kegiatan informal 
dalam bentuk pedagang kaki lima. Ditinjau dari karakteristik 
kehadirannya, timbul sektor informal karena : 
1) Tingkat persaingan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan 
tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. 
2) Tidak adanya hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti 
halnya yang dimiliki oleh sektor formal, sehingga mengakibatkan 
mobilitas angkatan kerja dalam sektor informal menjadi relatif 
lebih tinggi. 
3) Meningkatnya arus urbanisasi 
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  Ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan 
rendah, untuk membangun rumah yang layak huni menambah daftar 
panjang permasalahan permukiman kumuh diperkotaan dan daerah 
pesisir. Jika golongan miskin dianggap tidak mampu untuk membantu 
dirinya sendiri dalam membangun rumah yang layak huni maka 
mereka seharunya dibantu.  
  Dalam konteks perumahan, kecenderungan ini berarti hanya 
pemerintah sajalah yang mampu membangun perumahan yang layak 
huni bagi masyarakat miskin. Menurut Turner dalam Alan gilbert dkk, 
pemerintah sebaiknya membangun perumahan swadaya. Dan itu akan 
terjadi manakala masyarakat miskin tersebut memahami peranannya 
bahwa perumahan merupakan bagian dari hidup mereka. 
5. Faktor Sosial Budaya 
  Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan 
dan keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat 
pendidikan dan keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan 
rendahnya tingkat pedapatan penduduk sehingga mambatasi akses 
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
  Di samping itu struktur sosial penghuni lingkungan permukiman 
sangat majemuk dengan beragam norma-norma sosialnya masing-
masing. Keragaman ini kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman, 
saling tidak percaya antar penghuni, yang menyebabkan rendahnya 
tingkat kohesivitas komunitas.  
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  Masing-masing mengikuti struktur hubungan antar sesama dan 
budaya yang beragam, yang mempengaruhi bagaimana sebuah 
individu, keluarga dan tetangga dalam berinteraksi di lingkungannya. 
Sehingga kadang-kadang menyulitkan upaya membentuk suatu 
lembaga yang berbasis pada komunitas atau upaya-upaya peningkatan 
kesejahteraan bersama. 
  Konflik sosial antara warga kota dapat dilihat dari konflik untuk 
mencari pekerjaan dan semakin tingginya angka kejahatan dikota 
membuat kota semakin tidak aman bagi masyarakat kota. Argumentasi 
disorganisasi atau nuansa di kota yang aman hampir tidak dapat 
dipungkiri bahwa rasa aman hidup dikota semakin hilang. 
  Hal ini akibat dari perilaku yang terlepas dari kontrol sosial 
terhadap nilai-nilai masyarakat. Kaum migran desa-kota cenderung 
berharap mereka akan mampu memperbaiki posisi sosial ekonomi 
mereka ketika melakukan migrasi kekota. Mereka dipenuhi pikiran 
untuk memapankan hubungan pekerjaan dan nilai finansial yang akan 
didapatkannya ketika berada dikota. Namun perlu diketahui bahwa 
persaingan dikota jauh lebih besar dibandingkan dengan di desa. 
(darsono Wisadirana : 2004) 
  Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan/skill dan potensi 
akan tersingkir dari dunia usaha yang sifatnya formal. Akibatnya untuk 
mencari pekerjaan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 
dengan bergerak dalam sektor usaha informal.  
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  Kasus kejahatan yang dapat terjadi dari konflik sosial adalah 
akibat semakin tingginya jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum 
miskin yang tidak mampu untuk bersaing. Maka muncullah kejahatan 
sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. 
Pencurian dan perampokkan dipermudah lagi oleh tidak adanya 
sosialisasi dengan sikap acuh tah acuh sesama masyakat yang bersifat 
individualistis. Dan sesama masyarakat saling tidak kenal dan puas 
dengan kehidupan subsistem. Tetapi orang-orang miskin dikota 
mungkin tidak memiliki alternatif perkerjaan lain kecuali harus 
mencuri dan merampok untuk mempertahankan kehidupan mereka. 
Kadang ada juga yang secara terorganisir melakukan perampokkan dan 
pencurian dengan modus yang berbeda-beda. Konflik sosial lain akibat 
tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung kaum migran 
adalah dengan melakukan pekerjaan sebagai pemulung atau pekerjaan 
lain yang dapat mereka lakukan. (Daldjoeni: 1997) 
  Masyarakat yang bermigrasi kekota juga membawa nilai-nilai 
sosial yang ada dalam masyarakat desa. Sementara masyarakat kota 
yang heterogen memiliki cirinya sendiri. Salah satu ciri masyarakat 
kota dalam Alan Gilbert mengungkapkan bahwa ciri masyarakat kota 
ditandai dengan : 
1) Lebih terbuka terhadap perubahan 
2) Kota merupakan pintu gerbang ide-ide dan budaya yang baru 
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3) Masyarakat kota lebih kritis terhadap perubahan harga barang dan 
lainnya 
4) Lebih rasional 
5) Faktor pendidikan dan informasi sangat dibutuhkan 
6) Proses individualisme lebih mencolok dibandingkan dengan 
suasana kekeluargaan 
7) Aktivitas dan jarak sosial yang lebih padat 
8) Dikelompokkan oleh kepentingan 
9) Kerawanan dan berdampak pada persaingan dan agresivitas 
10) Keragaman pekerjaan baik dari sektor industri maupun sektor jasa. 
  Menurut Betrand (1987) Dalam (Darsono Wisadirana , 2005 : 23) 
masyarakat merupakan hasil dari suatu perubahan budaya dan 
akumulasi budaya. Jadi masyarakat bukan sekedar jumlah penduduk 
saja melainkan sebagai suatu sistem yang dibentuk dari hubungan 
antar mereka. Sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang 
mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antar mereka ini 
terbentuk suatu kumpulan manusuia kemudian menghasilkan suatu 
budaya. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup 
bersama dan menghasilkan kebudayaan. 
  Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan 
dari perilaku manusia. Antara masyarakat dan kebudayaan dalam 
kehidupan yang nyata, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam 
kehidupan sosial bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada masyarakat 
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yang tidak mempunyai kebudayaan atau sebaliknya tidak ada 
kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. 
  Kota pun menjadi fokus dari perubahan sosial yang mengisinkan 
hadirnya kegiatan-kegiatan personal yang menyimpang. Tingkat 
kejahatan, kenakalan remaja, dan kegiatan menyimpang lainnya 
menjadi cukup tinggi di daerah perkotaan. Jika sektor informal bisa 
menampung tenga kerja kaum marginal maka pemerintah kota tidak 
perlu membatasi mereka untuk mencari penghidupan pada sektor 
inforal ini. 
   Karena pada kenyataannya meraka tidak mampu untuk 
ditampung pada sektor formal karena keterbatasan-keterbatasan yang 
ada pada masyarakat marjinal. (Daljoeni :1997) 
   Daerah-daerah permukiman liar tadi merupakan penerusan dari 
kehidupan perdesaan yang serba luwes. Pendudukya lebih gigih 
mempertahankan tanah yang terlanjur mereka tempati sehingga sulit 
untuk melakukan penggusuran. Ciri-ciri sosial ekonomi kaum 
penghuni gubug-gubug liar yang tergolong kaum marjinal dan 
penduduk termiskin terdiri atas para urbanisan yang paling baru 
datangnya. Tetapi mereka merupakan penggerak kota karena bekerja 
sebagai kuli bangunan, kuli pelabuhan, dan buruh kasar yang membuat 
ekonomi berjalan terus. 
   Oleh karena itu setiap penanganan permukiman kumuh harus 
secara serius melaksanakan identifikasi asal-usul tumbuh kembangnya 
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lingkungan permukiman tersebut guna membantu melakukan 
rekonstruksi nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku di 
dalamnya, termasuk keterkaitan dengan konfigurasi struktur sosial 
budaya kota. 
6. Faktor Tata Ruang 
  Dalam konstelasi tata ruang kota, permukiman kumuh merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari konsfigurasi struktur ruang kota. 
oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu didasarkan pada 
pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan 
daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di 
lingkungan permukiman kumuh. 
  Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan 
menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi 
mendorong tumbuhkembangnya lingkungan permukiman kumuh atau 
kantong-kantong lingkungan permukiman kumuh baru, bahkan bisa 
jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-
kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi yang 
kebetulan pada saat itu lingkungan telah mengalami kemerosotan atau 
memburuk. 
7. Faktor Aksesibilitas  
  Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman 
kumuh adalah terbatasnya akses penduduk miskin kepada kapital 
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komunitas (community capital). Kapital komunitas ini meliputi kapital 
terbangun, individu dan sosial serta lingkungan alam. 
   Kapital terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, 
jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, bangunan-bangunan 
pelayanan publik, sekolah dan sebagianya. Kapital individu, antara lain 
meliputi pendidikan, kesehatan kemampuan dan keterampilan. Kapital 
sosial, antara lain meliputi koneksitas dalam suatu komunitas-cara 
manusia berinteraksi dan berhubungan dengan lainnya. Dalam skala 
lebih luas, sekelompok manusia membentuk organisasi, baik 
organisasi sukarela, bisnis melalui perusahaan maupun pemerintah dan 
sebagainya, termasuk berbagai sistem sosial yang ada, termasuk 
kebijakan pembangunan kota. 
   Sedangkan kapital lingkungan alam meliputi sumber daya alam, 
pelayanan ekosistem dan estetika alam. Sumber daya alam adalah apa 
saja yang diambil dari alam sebagai bagian dari bahan dasar yang 
dipakai untuk proses produksi. Pelayanan ekosistem antara lain berupa 
kemampuan tanah untuk budidaya tanaman yang bisa memberikan 
bahan makanan, bahan untuk pakaian dan sebagainya. 
8. Faktor Pendidikan 
   Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal 
pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Meskipun begitu, pendidikan 
sangat ditentukan oleh pendidikan itu sendiri dan pekerjaan orang tua 
untuk mampu menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan 
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yang lebih tinggi. Hal ini berarti perbedaan latar belakang budaya dan 
sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak hanya 
berpengaruh terhadap pendidikan anak. tetapi juga untuk pencapaian 
pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti : 
tempat tinggal, agama, status perkawinan dan status migrasi, serta 
umur sangat kecil pengaruhnya terhadap pencapaian pekerjaan dan 
pendapatan.  
   Banyak kaum migran tidak bisa bekerja dengan standar-standar 
yang tinggi. Sementara persaingan untuk mencari lapangan kerja 
sangat tinggi dan kesemuanya dituntut dengan tingkat propesionalisme 
dan tingkat pendidikan pula yang harus dapat bersaing dengan orang 
lain. Dilain pihak kota-kota di Indonesia memiliki kelebihan jumlah 
tenaga kerja yang belum dapat tersalurkan baik yang memiliki 
pendidikan tinggi maupun mereka yang sama sekali tidak memiliki 
skill dan keterampilan yang tinggi untuk bisa bertahan pada jalur 
formal. Elemen lain yang juga menentukan adalah tidak adanya 
lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Dampak dari 
akumulasi kejadian tersebut memunculkan angka pengangguran yang 







C. Latar Belakang Penyusunan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 
1. Dasar Teori Penyusunan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 
 Johan Silas menegaskan  bahwa yang dimaksud dengan pemukiman 
kumuh adalah: 
 Kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota 
dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi 
dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan 
pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman 
kumuh. 
 Kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak 
perkembangan kota yang semula  baik, lambat laun menjadi 
kumuh. Yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial 
ekonomi yang stagnan 
 Dalam tulisannya Surabaya, Pembangunan dan Kehadiran dan 
Pemukiman Kumuh , Johan Silas menjelaskan tentang kriteria 
pokok pemukiman kumuh/marjinal : 
1. berada di lokasi yang tidak legal;  
2. keadaan fisik yg substandar, penghasilan penghuninya amat 
rendah (miskin);  
3. tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota;  




 Lebih lanjut Johan Silas menegaskan, pemukiman marjinal selalu 
menempati lahan dekat pasar kerja (non formal); ada sistem 
angkutan yg memadai; dapat dimanfaatkan secara mudah walau 
tidak selalu murah.  
 
 David Satterwhaite menyatakan bahwa pemukiman marjinal adalah tidak 
sah dalam dua hal, yaitu pertama, tanah dihuni secara tidak sah, dan kedua, 
site serta bangunan dibangun dan dikembangkan secara tidak sah, 
berlawanan dengan tata guna lahan (zoning). 
Secara umum, pemukiman marjinal dikelompokkan menjadi empat 
(4) tipe besar, secara sekuensial terdiri atas: 
1. Keadannya cukup baik dan berpeluang diresmikan 
(dilegalkan). 
2. Keadannya sudah baik, tetapi ada kesulitan untuk menjadi 
resmi, walaupun bukan harga mati. 
3. Keadaannya amat terbatas dan tidak berpeluang untuk 
diadakan      pengembangan lebih lanjut. 
4. Keadaannya sangat darurat, baik tetap maupun mobile. 
 Menurut Sul Yadi Wardi ST.MT (1997), ciri-ciri  pemukiman kumuh : 
Dilihat dari penggunaan lahan-lahan yang sangat kritis dengan 
kecenderungan adanya musibah, kepadatan yang tinggi dilihat dari 
penduduk maupun bangunannya, tidak tersedianya sarana & prasarana 
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kota yg cukup memadai seperti saluran pembuangan air kotor, pelayanan 
air bersih dan penerangan listrik. 
 
2. Kajian Akademik Penyusunan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 
   Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya 
perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan 
permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak 
layak huni. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yangg tidak layak 
huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan 
pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan 
dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup 
yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan 
dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat, baik kuantitas, kualitas 
maupun kompleksitasnya. Dengan semakin menigkatnya kegiatan 
pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, 
dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan dan 
peningkatan kualitas kumuh akan semakin menambah beban terahdap 
pemenuhan lingkungan hidup yang layak. 
  Sejak diberlakukannya UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kumuh dan kawasan 
permukiman kumuh memperoleh perhatian yang cukup besar. Pasal 1 angka 
14 UU No.1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perumahan kumuh adalah 
perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, 
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sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa permukiman kumuh 
adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana 
dan sarana yang tidak memenuhi syarat. Mengacu pda definisi yang 
ditetapkan undang – undang tersebut, maka penangnaan perumahan dan 
permukiman kumuh semakin jelad dan diarahkan kepada kriteria kekumuhan 
yang lebih condong pada aspek peningkatan kualitas bangunan serta sarana 
dan prasarana. Selama ini pendekatan kekumuhan dapat didekati melalui 
beberapa kriteria, diantaranya berupa kondisi kesehatan, perkonomian dan lain 
sebagainya. Melalui Undang – undang ini, penanganan terhadap permasalahan 
kumuh sebenarnya terlebih dahulu didekati melalui prasarana dan sarana yang 
memenuhi syarat. 
  perumahan kumuh dan permukiman kumuh ke depan harus ditetapkan 
lokasinya oleh Pemerintah Daerah. Legitimasi penetapan lokasi oleh 
Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi auan bagi Pemerintah dalam 
mengidentifiasi luasan perumahan kumuh dan kawasan permuiman kumuh di 
Indonesia. Dengan adanya penetapan secara formal, maka akan diperoleh 
validitas identifikasi luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang 
perlu ditangani. Penangnan permukiman kumuh ini sejalan dengan arahan 
Presiden Republik Indonesia dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta 
Karya bahwa Indonesia bebas kumuh pada tahun 2020. Melalui komitmen 
Pemerintah Daerah dan informasi kumuh yang memadai maka tujuan dalam 
memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasikan melalui 
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tahapan – tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang terukur, efektif dan tepat sasaran. Selain itu, 
kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam memberikan arahan 
terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan 
masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan, masih sangat terbatas, 
sehingga perlu adanya kegiatan dalam bentuk penyusunan peraturan di daerah 
sebagai payung hukum penanganan perumahan dan permukiman kumuh di 
daerah. 
   Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kabupaten / Kota perlu segera 
menerbitkan peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat digunakan sebagai 
acuan bagi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga 
maksud dan tujuan penanganan kumuh di daerah dapat terwujud dengan baik. 
Peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan 
spesifikasi yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan kualitas melalui 
pendekatan pola – pola penanganan, kualitas infrastruktur perumahan dan 
kawasan permukiman, serta pengelolaan pasca penanganan, sehingga perlu 







D. Perubahan Lingkungan Permukiman Kearah Kekumuhan  
1. Fenomena Kekumuhan Lingkungan Permukiman  
   Seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia baik ekonomi, 
sosial maupun budaya maka manusia berkeinginan untuk memiliki 
kehidupan dan status yang lebih baik yaitu dengan mengadakan 
perubahan-perubahan, seperti gaya hidup dan bentuk hunian yang mereka 
tinggali. 
   Pertumbuhan berarti pula berubah baik bentuk dan ukurannya. Tidak 
dimungkinkan pertumbuhan ukuran dengan tidak menyebabkan perubahan 
bentuk fisiknya (Doxiadis, Constantinos A., 1981). Dengan bertambahnya 
jumlah penghuni rumah dan dengan bertambahnya penghasilan mereka 
membuat ruang-ruang baru. Perubahan hunian ini akan merubah wajah 
suatu hunian. Hal ini akan berpengaruh pada penyediaan fasilitas sarana 
prasarana lingkungan yang harus bertambah juga jika jumlah permukiman 
bertambah.  
   Selain hal tersebut di atas, faktor kemiskinan juga sangat 
berpengaruh pada kualitas lingkungan fisik permukiman. Karena dana 
yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari, maka masyarakat kurang mampu tidak dapat memperbaiki maupun 
memelihara bangunan rumah hunian mereka. Yang akan berakibat pada 
kekumuhan lingkungan permukiman. Menurut Constantinos A. Doxiadis 
dalam bukunya An Introduction To The Science Of Humman Settlements 
(1969) menyebutkan bahwa mempelajari tentang kawasan Perumahan 
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Permukiman tidak hanya mempelajari area terbangun dan area terbuka 
saja tetapi juga fungsi dari  kawasan tersebut.  
   Oleh karenanya dalam mempelajari tentang perumahan 
permukimanatau fungsinya, kita juga harus mengetahui hubungan 
kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar di luar kawasan tersebut dan 
mengetahui jalur transportasi yang menghubungkan kawasan tersebut 
dengan kawasan lainnya. Karena aktifitas disekitar kawasan permukiman 
juga sangat mmempengaruhi fungsi dari permukiman.  
2. Bentuk Perubahan Lingkungan Permukiman Kearah Kekumuhan  
   Ada dua pendekatan dalam menangani lingkungan kumuh ini 
menurut Drs. Komarudin, MA (1997: 85) yaitu:  
a. Penggunaan/pemindahan teknologi (technological transfer) dan 
b. Penangannan sendiri (self reliant technology)  
Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut diatas ada tujuh belas hal 
sulitnya menangani masalah lingkungan permukiman ini:  
a. High rise building (bangunan tinggi) yang akan ditangani oleh 
penghuni yang tergusur, memerlukan biaya yang besar karena biaya 
yang digunakan bukan hanya untuk membangun kamar tidur saja.  
b. Peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek yang 
besar(large project). Jadi harga dipertimbangkan dengan matang dan 
harus dipikirkan masak-masak karena menyangkut banyak orang yang 
akan digusur atau dimukimkan kembali,  
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c. Adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan penataan 
lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang 
tinggal di rumah kumuhnya daripada di rumah sewa bertingkat 
(rusunawa).  
d. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui survey 
sosial (social survey) tentang karakteristik penduduk yang akan 
tergusur. 
e. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan 
kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat 
rekreasi, sampah, pemadam kebakaran dan tempat bermain anak. 
Karena hal tersebut memerlukan biaya besar.  
f. Tenaga yang bergerak di dalam program peremajaan lingkungan 
kumuh tidak profesional.  
g. Penggusuran (squater clearance)sering diartikan jelek, padahal 
pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan 
penduduk ke lingkungan yang lebih baik.  
h. Keterbatasan lahan (land shortage). Dalam melaksanakan peremajaan 
lingkungan kumuh harus memilih lokasi yang tepat dan disesuaikan 
dengan tujuannya dan konsumen yang akan menempati. 
i. Belum kuatnya dana pembangunan perumahan (no housing finance). 
j. Perlu lingkungan hidup yang baik (the nice environment). 
k. Perlu diciptakan kebersamaan antar warga. 
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l. Belum berkembangnya prinsip relationship. Dalam melakukan 
peremajaan lingkungan kumuh, harus dilakukan pendekatan yang 
manusiawi tanpa kekerasan.  
m. Sulitnya menegakkan hukum (upholding the law)Akan diperlukan 
waktu yang lama untuk mengubah pola hidup masyarakat kumuh 
untuk dibawa ke lingkungan permukiman yang teratur. 
n. Perlu adanya informasi kepemilikan, di lingkungan kumuh masyarakat 
merasa memiliki rumah tapi di lingkungan yang baru mereka harus 
menyewa, jadi perlu diadakan penyuluhan yang terus menerus. 
o. Mawas diri (knowing our limit)Jika dana terbatas hendaklah jangan 
mengadakan peremajaan secara besar-besaran. Mungkin bisa diadakan 
pendekatan dengan dua tahap yaitu penataan lingkungan dan 
peremajaan pada bagian yang sangat kumuh. 
p. Perlu koordinasi terpadu, dimana semua instansi terkait harus 
mensukseskan program peremajaan lingkungan kumuh ini. 
q. Pengelola program peremajaan lingkungan kumuh ini harus 
berpandangan obyektif dan luas serta harus melihat kepentingan 
pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.  
3. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh  
   Bentuk-bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah 





a. Pengertian Perbaikan Permukiman  
   Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan 
marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, 
sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya. 
Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat 
tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, 
ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada 
usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:  
1. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan 
kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah 
rumah juga dapat berupa perubahan atau penambahan terhadap 
rumahnya. Jadi penghuni secara aktif menimbulkan perubahan 
terhadap keadaan rumahnya atau diistilahkan sebagai housing 
adjustment (Moris, 1977).  
2. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai 
kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada 
dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat 
pasif atau diistilahkan sebagai housing adaptation. 
b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.  
   Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman berdasarkan 
PU. Cipta Karya, terdapat beberapa bentuk usaha pelaksanaan 
perbaikan permukiman, yaitu sebagai berikut :  
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1. Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik seperti 
semula.  
2. Program Perbaikan Kampung (KIP); KIP merupakan program 
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 
penghijauan masyarakat melalui perbaikan lingkungan secara fisik. 
Tujuan utamanya adalah perbaikan kesehatan lingkungan 
kampung. Komponen dasarnya adalah perbaikan infrastruktur 
kawasan seperti jalan kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, 
MCK dan sebagainya. Perbaikan lingkungan kawasan pasar (MIP);  
3. perbaikan lingkungan kawasan pasar adalah perbaikan 
permukiman disekitar pasar, yang dilakukan sebagai akibat dari 
tambahan beban yang diterima masyarakat sekitar pasar karena 
tidak memiliki sarana pendukung seperti saluran drainase, tempat 
parkir, tempat sampah, los-los yang tidak teratur serta tidak 
memenuhi syarat/kurang berfungsi. Pasar dan masyarakat pasar 
adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan baik yang positif 
maupun negatif.  
4. Pembangunan perumahan; merupakan salah atau bentuk 
peremajaan kota dengan cara membangun perumahan melalui 
penataan kampung kumuh secara fisik agar dapat menampung 
lebih banyak penghuni atau pihak lain yang membutuhkan. 
Keuntungan dari program ini adalah relatif cepat dan segera 
terlihat hasilnya.  
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5. Konsolidasi lahan; merupakan kegiatanterpadu untuk menata 
kembali pola kepemilikan tanah di suatu wilayah yang 
kurang/tidak teratur.  
6. Pembangunan rumah susun; membangun lingkungan hunian secara 
keseluruhan dengan tujuan untuk menata kembali suatu kawasan 
kota, baik secara fisik maupun fungsional dan keuntungan 
ekonomisnya. 
E. Tinjauan Islam Tentang Kebersihan 
   Secara singkat kebersihan dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan 
yang terbebas dari segala noda dan kotoran, baik yang tampak oleh mata 
maupun tidak. Oleh karena itu dalam Islam, menjaga kebersihan harus 
meliputi dua aspek, kebersihan lahir dan kebersihan bathin. Kebersihan lahir 
meliputi badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan hidup. Sedangkan 
kebersihan bathin meliputi usaha untuk menghindarkan bathin kita dari sifat-
sifat tercela yang bisa mengotorinya, antara lain : dengki, serakah, sombong, 
angkuh dan sebagainya. 
   Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Beberapa 
buktinya dapat di kemuakakan sebagai berikut : 
1. Islam memberikan syarat agar ibadah yang dilakukan seseorang seperti 
shalat di anggap sah, maka harus dilakukan dalam keadaan suci, baik 
badan, pakaian dan tempat 
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2. Masalah kebersihan di hubungkan dengan keimanan, suatu masalah yang 
paling pokok bagi kehidupan seseorang muslim. Kebersihan dalam Islam 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari iman. 
Sesuai Sabda Nabi SAW : ”Kebersihan sebagian dari iman.”(HR. Ahmad) 
3. Dalam ajaran Islam banyak dibahas masalah kebersihan dan kesucian, 
misalnya wudhu, mandi, tayamum dan cara-cara menghilangkan hadast 
dan najis. 
   Berdasarkan bukti-bukti tersebut jelaslah bahwa masalah kebersihan 
mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam. Pada awal penyebaran 
islam, wahyu ke-2 sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk 
mengajarkan tentang kebersihan hal itu dapat dilihat dalam Q.S. Al-
Muddatstsir 74 : 1-7 berikut : 
ا ٍَ ُّح
َ
أ ََٰٓي  ُِّرث َّدُه
ۡ
لٱ ١   ۡرِذى
َ
أَف ۡمُق٢   ۡ ِّبََّكف َكَّبَرَو٣   ۡرِ ٍّ َطَف ََكةاَِيثَو
٤   َو َزۡجُّرلٱ  َف ۡرُج ٌۡ ٱ ٥   ُِثِۡكَتَۡصت ُنُۡهَت 
َ
لََو٦   َف َِكّبَِرلَو ِۡبّۡصٱ ٧  
Terjemahnya :”Hai orang yang berkemul (berselimut) (1) bangunlah, 
lalu berilah peringatan! (2) dan Tuhanmu agungkanlah! (3) dan 
pakaianmu bersihkanlah (4) dan perbuatan dosa tinggalkanlah (5) dan 
janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) 
yang lebih banyak (6) dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, 















أ َۡدق١٤   َرَكَذَو َمۡشٱ  ًِِّبَرۦ  ٰ َّلَََّصف١٥  
Terjemahnya :”Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan 
diri (dengan beriman) (14) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia 
Shalat (15) (QS.Al-A’la 87 : 14 -15). 
Hal ini berarti, menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk 
pengamalan ajaran islam. Oleh karena itu, wajar apabila orang-orang yang 
selalu menjaga kebersihan dan kesucian lahir dan bathin, sangat dicintai Allah. 
Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah, 2 : 222 berikut : 
 
...  َِّنإ َ َّللّٱ  ُِّبُيُ َِيٰب َّوَّلتٱ  ُّبِدُيَو ٍِّ َطَتُه
ۡ
لٱ َوِير٢٢٢  
Terjemahnya :”…. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-
Baqarah 2 : 222).  
Dan juga pada Surah Al-Anfal Ayat 8 : 11 berikut, 
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 ِۡذإ  ُمُكي ِّشَغُح َساَعُّلنٱ  َوِّن مُكَۡيلَع ُِل َّنُيَو ًُ ۡيِّن ٗثَيَن
َ
أ ِٓءاَه َّصلٱ  ٗٓءاَن
 ًِِة مُكَرِ ٍّ َُط ِ
ّ
لّۦ ... ١١  
Terjemahnya : “Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit 
untuk mensucikan kamu dari hujan itu . . . . .” (QS. Al-Anfaal 8 : 11) 
  Menurut Quraish Shihab, ayat 222 dari surah Al-Baqarah 
mengemukakan bahwa Allah menyukai hamba-hamba yang banyak bertobat 
dan bersuci dari segala kotoran dan kekejian. Adapun pada ayat 11 surah Al-
anfal Quraish Sihab megemukakan bahwa ayat tersebut menjelaskan karunia 
Allah yang diberikan kepada pejuang-pejuang Mukmin saat mereka 
mendapatkan ketenangan jiwa berupa rasa kantuk yang menyebabkan mereka 
dapat beristirahat dengan baik, dan diturunkannya hujan sehingga mereka 
dapat bersuci dan mandi. 
  Hakikat diri (manusia) sebagai peduduk bumi adalah idividu yang 
memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan hidup, baik itu 
lingkungan fisik, lingkungan biologik, maupun lingkungan sosial. Letak 
tanggung jawab manusia terhadap lingkungannya adalah menjaga tata 
lingkungan (ekosistem) supaya stabil dan tidak rusak, sebagaimana dijelaskan 




 ِغَتۡبٱَو  َٰكَىتاَء ٓ اَهِيف ُ َّللّٱ  َرا َّلدٱ   َةَرِخلۡأٓٱ  َوِن َكَتيَِصى َسَنت 
َ











لٱ  ِفِ  ِضرۡ
َ ۡ





لٱ ٧٧  
Terjemahnya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (keni’matan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.” (Al-Qashash 28 : 77). 
F. Kerangka Pikir 
   Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
   Kelurahan Rangas merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Majene 
yang memiliki persentase luas permukiman kumuh terbanyak dengan kondisi 
atau kualitas lingkungan perumahan yang buruk, sering terjadi banjir, kondisi 
bangunan yang tidak permanen serta sarana dan prasarana yang tidak 
memadai. 
   Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami akan mengkaji lebih lanjut 
mengenai identifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Rangas agar dapat 
megnetahui tingkat kekumuhan masing-masing kawasan. Derdasar pada latar 
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belakang dan tujuan tersebut maka analisis-analisis yang akan digunakan 
dalam penelitian identifikasi kawasan kumuh Kelurahan Rangas antara lain 
analisis analisis fungsi dan kedudukan kawasan perencanaan, analisis fisik 
dasar kawasan, analisis kondisi sarana dan prasarana dan analisis identifikasi 





















kondisi atau kualitas lingkungan perumahan yang buruk, sering terjadi banjir, 
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A. Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian atau wilayah survey yang dilakukan berlokasi di 
Permukiman di Kelurahan Rangas,  Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. 
Pemilihan lokasi survey dikarenakan Kelurahan Rangas merupakan kelurahan 
dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi di Kabupaten Majene. 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan 
penyusunan kebutuhan data dan informasi. Dalam penelitian ini menjelaskan jenis 
data dan sumber data. 
1. Jenis Data 
   Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data 
kualitatif dan data kuantitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan 
secara deskriptif tentang lokasi penelitian secara umum. Jenis data 
kualitatif yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1) Data Kondisi fisik wilayah, yang mencakup letak geografis, kondisi 
topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi. 
2) Data Pola penggunaan lahan, mencakup pola penggunaan lahan 
Kelurahan Rangas. 
3)  Data Karakteristik Wilayah Permukimana yaitu  
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(a) Aspek Fisik berupa kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, 
kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, 
kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan 
persampahan, kondisi pengamanan kebakaran. 
(b) Aspek non fisik berupa nilai strategis lokasi, potensi sosial 
ekonomi, dukungan, masyarakat, komitmen pemda.  
(c) Aspek legalitas lahan berupa status tanah, kesesuain RTR dan 
persyaratan administrasi bangunan (IMB). 
b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian 
dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai 
yang diinginkan. Data kuantitatif yang dimaksud adalah : 
1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk 
berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, jumlah keluarga 
tahapan keluarga sejahtera. 
2) Data jumlah ketersediaan saran dan prasarana 
3) Data jumlah pemakaian air bersih  
4) Data jumlah bangunan yang memiliki persyaratan administrasi 
bangunan (IMB) 




2. Sumber Data 
   Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua 
kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat uraian berikut ini : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi 
lapangan seperti data yang diperoleh dari responden melalui observasi 
langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi 
kualitatif obyek studi. Jenis data yang dimaksud meliputi : 
1) Pengamatan langsung berupa kondisi bangunan, kondisi jalan 
lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, 
kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, 
kondisi pengamanan kebakaran, potensi sosial ekonomi, komitmen 
pemda 
2) Wawancara mengenai administrasi bangunan (IMB), status tanah dan 
dukungan  masyarakat. 
b. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang 
terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk 
kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur 
untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder 
yang dibutuhkan antara lain: 
1) RTRW Kabupaten Majene diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Majene 
2) Status tanah dan IMB diperoleh dari Dinas Pertanahan 
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3) Kondisi pengelolaan air limbah  diperoleh UPTD pengelolaan air limbah 
4) Data Demografi diperoleh dari Kantor Kelurahan Rangas 
5) Kondisi Fisik Dasar dari Kantor Kelurahan Rangas 
6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Kantor Kelurahan Rangas 
7) Kondisi pengamanan kebakaran diperoleh dari Dinas BPBD Kabupaten 
Majene 
C. Teknik Pengumpulan Data 
   Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
dilakukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data 
yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Observasi Lapangan. 
    Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat 
dan sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi   terkait  
dengan data yang sebenarnya di lapangan seperti: 
 Data tentang kondisi fisik bangunan Kawasan kumuh Kelurahan 
Rangas. 
 Kriteria Vitalitas Ekonomi seperti letak strategis wiayah dan jarak ke 
tempat mata pencaharian 
 Kondisi Sarana dan Prasarana 
 Kriteria prioritas penanganan seperti jarak lokasi survey ke ibu Kota 




   Hal ini dilakukan dengan maksud mendengarkan tanggapan ataupun   
informasi – informasi penting tentang daerah atau wilayah survey seperti Aspek 
vitalitas ekonomi dan komitmen pemerintah. 
3. Telaah Putsaka 
   Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber – sumber 
dokumenter berupa leteratur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar 
atau jurnal. 
D. Variabel dan Indikator 
   Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
mengenai hal tersebut kemudin ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain, 
variabel penelitian adalah hal-hal yang akan kita teliti. 
   Indikator adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebuah indikator 
tidak selalu menggambarkan keadaan secara keseluruhan tetapi seringkali 
hanya memberi petunjuk tentang keadaan keseluruhan tersebut. 
   Adapun variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian 





Tabel 1. Variabel dan Indikator Penetapan Kawasan Kumuh 
No DATA 
Variabel Indikator  Sub Indikator Sumber 
1. Vitalitas Non 
Ekonomi 
1.1 Kesesuaian Tata Ruang 





1.3 Kondisi Kependudukan 
 
1.2.1 Pertambahan Bangunan Liar 
1.2.2 Kepadatan Bangunan 
1.2.3 Bangunan Temporer 
1.2.4 Tapak Bangunan 
1.2.5 Jarak Antar Bangunan 
1.3.1 Tingkat Kepadatan 
Penduduk 








BPS Kabupaten Majene 
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BPS Kabupaten Majene 
2. Vitalitas Ekonomi 2.1 Letak Strategis Kawasan 
2.2 Jarak Ke tempat Mata       
Pencaharian 
2.3 Fungsi Sekitar Kawasan 
 Survey Lapangan / 
Wawancara 
3. Status Tanah 3.1 Kriteria Status Tanah 
3.2 Status Kepemilikan 
Tanah 
 Survey Lapangan 
Kepala Desa atau Lurah 
Setempat 
4. Kondisi Sarana dan 
Prasarana 
4.1 Kondisi Jalan 
4.2 Kondisi Drainase 
4.3 Kondisi Air Bersih 







4.4 Kondisi Air Limbah 
4.5 Kondisi Persampahan 
5. Komitmen 
Pemerintah 
5.1 indikasi Keinginan 
 
5.2 Upaya Penanganan 
5.1.1 Pembiayaan 
5.1.2 Kelembagaan 
5.2.1 Bentuk Rencana 
5.2.2 Pembenahan Fisik 
5.2.3 Penanganan Kawasan 
Survey Lapangan  / 
wawancara 
6. Prioritas Penaganan  6.1 Dekat ke Kawasan Pusat 
Kota Metropolitan 
6.2 Dekan ke Kawasan Pusat 
Pertumbuhan Kota 
Metropolitan 






6.3 Dekat Ke Kawasan Lain 
(Perbatasan) Kota 
Metropolitan 









E. Teknik Analisis Data 
   Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan 
dan sesuai dengan rumusan masalah, maka ada beberapa alat analisis yang 
digunakan, yaitu : 
1. Analisis Kuantitatif 
   Yang termasuk dalam analisis kuantitatif dalam penyusunan laporan ini 
yaitu analisis Identifikasi Kawasan Kumuh Kelurahan Rangas dan penentuan 
tingkat prioritas penanganan. 
a. Analisis Tingkat Kekumuhan 
Analisis ini merupakan analisis untuk mengelompokkan kriteria 
berdasarkan nilai sesuai tingkatannya. Analisis pembobotan pada 
penelitian ini dilakukan untuk menghitung tingkat kekumuhan berdasarkan 
karakteristik persebaran permukiman kumuh dari  Kementerian Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia tentang draft pedoman teknis peningkatan 
kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Untuk menghitung nilai 
tingkat kekumuhan digunakan rumus sebagai berikut (Dirjen Perumahan 
dan Permukiman) : 
1) Penilaian Tingkat Kekumuhan 
1. Kondisi Bangunan 
a.  Keteraturan Bangunan 
1) 76%-100% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Nilai Bobot 
5) 
2) 51%-75% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Nlai Bobot 3 ) 
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3) 25%-50% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan (Nilai Bobot 
1) 
b.  Kepadatan Bangunan 
1) Kepadatan Bangunan Sebesar >300 Unit/Ha (Nilai Bobot 5) 
2) Kepadatan Bangunan Sebesar 299-251 Unit/Ha (Nilai Bobot 
3) 
3) Kepadatan Bangunan Sebesar <250 Unit/Ha (Nilai Bobot 1) 
c. Persyaratan Teknis 
1) 76% - 100% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 
(Nilai Bobot 5) 
2) 51% - 75% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 
(Nilai Bobot 3) 
3) 25% - 50% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 
(Nilai Bobot 1) 
2. Kondisi Jalan Lingkungan 
a. Cakupan Layanan 
1) Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 76% 
- 100%  Luas  Area (Nilai Bobot 5) 
2) Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 51% 
-75% Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3) Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 25% 




b. Kualitas Jalan 
1) Kualitas Jalan Buruk pada 76%-100% Luas Area (Nilai Bobot 
5) 
2) Kualitas Jalan Buruk pada 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 
3) 
3) Kualitas Jalan Buruk pada 25% -50% Luas Area (Nilai 
Bobot 1) 
3. Kondisi Drainase Lingkungan 
a. Persyaratan Teknis 
1) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan 
Minimal di 76% - 100% Luas Area (Ni lai Bobot 5) 
2) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan 
Minimal di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan 
Minimal di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1) 
b. Cakupan Pelayanan 
1) 76%-100 % Luas Area Tidak Terlayani Drainase 
Lingkungan (Nilai Bobot 5)  
2) 51% -75% Luas Area Tidak Terlayani Drainase Lingkungan 
(Nilai Bobot 3) 





4. Kondisi Penyediaan Air Minum 
a. Persyaratan Teknis 
1)  SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 76% - 100% 
Luas Area (Nilai Bobot 5)  
2)  SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% 
Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3)  SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% 
Luas Area (Nilai Bobot1) 
b. Cakupan Pelayanan 
1)  Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 
100% populasi (Nilai Bobot 5) 
2)  Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 
75% populasi (Nilai Bobot 3) 
3)  Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25% - 
50% populasi (Nilai Bobot1) 
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah 
a. Persyaratan Teknis 
1)  Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5) 
2)  Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3)  Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 




b. Cakupan Layanan 
1)  Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 
76% - 100% populasi (Nilai Bobot 5) 
2)  Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 
51% - 75% populasi (Nilai Bobot 3) 
3)  Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 
25% - 50% populasi (Nilai Bobot1) 
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan 
a. Persyaratan Teknis 
1)  Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 76% -100% Luas Area  (Nilai Bobot 5) 
2)  Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3)  Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1) 
b. Cakupan Pelayanan 
1)   Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 
terhadap 76% - 100% Populasi  (Nilai Bobot 5) 
2)   Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 
terhadap 51% - 75% Populasi (Nilai Bobot 3) 
3)  Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 
terhadap 25% - 50% Populasi (Nilai Bobot1) 
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7. Kondisi Pengamanan Kebakaran 
a. Persyaratan Teknis 
1)  Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 76% - 100% Luas 
Area (Nilai Bobot 5) 
2)  Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 51% - 75% Luas 
Area (Nilai Bobot 3) 
3)  Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 25% - 50% Luas 
Area (Nilai Bobot1) 
b. Cakupan Pelayanan 
1)  Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 
76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5) 
2)  Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 
51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3)  Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 
25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot1) 
8. Nilai Strategis Lokasi 
a. Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah (Nilai 
Bobot 5) 
b. Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah 
(Nilai Bobot1) 
9. Kepadatan Penduduk 
Untuk Kota Metro & Kota Besar 
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a. Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >750 Jiwa/Ha (Nilai 
Bobot 5) 
b. Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 401 - 749 Jiwa/Ha 
(Nilai Bobot 3) 
c. Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha (Nilai 
Bobot1) 
10.Potensial Sosial Ekonomi 
a. Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial 
dikembangkan (Nilai Bobot 5) 
b. Lokasi tidak memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang 
potensial dikembangkan (Nilai Bobot1) 
11.Dukungan Masyarakat  
a. Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan 
tinggi (Nilai Bobot 5) 
b. Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan 
rendah (Nilai Bobot1) 
12.Komitmen Pemda 
a. Komitmen Penanganan Oleh Pemda Tinggi tinggi (Nilai Bobot 
5) 







a. Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam 
hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik 
tanah (status tanah legal) (Nilai Bobot +1) 
b. Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan 
status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara, 
milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan maupun tanah 
sengketa (status tanah ilegal atau squatters) (Nilai Bobot -1) 
14.Kesesuain RTR 
a. Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman yang sesuai 
RTR (Nilai Bobot +1) 
b. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada Zona 
Permukiman sesuai RTR (Nilai Bobot -1) 
15.Persyaratan Administrasi Bangunan 
a. Keseluruhan Bangunan pada lokasi telah memiliki IMB Nilai 
Bobot +1) 
b. Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum 
memiliki IMB (Nilai Bobot -1) 
b. Teknik Penilaian 
1.   Lokasi  
a) Legalitas Tanah 
Status legalitas tanah adalah perbandingan jumlah rumah yang 
dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai 
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perumahan dibandingkan dengan bangunan pada tanah yang 
diperuntukan bagi perumahan sesuai dengan RTR. Semakin luas 
suatu permukiman berada di atas lahan yang tidak diperuntukan 
bagi permukiman, maka tingkat kekumuhannya semakin tinggi. 
Teknik penilaiannya adalah:  
                                                       
                  
       
b) Status Penguasaan Bangunan 
Status penguasaan bangunan adalah status pemilikan dan 
penggunaan bangunan. Semakin banyak penduduk di suatu 
permukiman yang menguasai bangunan bukan milik sendiri, yaitu 
dengan cara sewa atau kontrak, tingkat permasalahan kumuh dari 
segi penguasaan bangunan semakin tinggi. 
Perhitungan status penguasaan bangunan adalah perbandingan 
antara jumlah KK yang menemati bangunan dengan cara 
sewa/kontrak dengan jumlah seluruh KK yang ada pada  
permukiman yang akan dinilai. Adapun teknik penilaiannya 
adalah:  
                                    
         
       
c) Frekuensi Bencana Kebakaran  
Frekuensi bencana kebakaran adalah banyaknya kejadian 
kebakaran pada suatu lingkungan permukiman. Semakin sering 
terjadi bencana kebakaran pada suatu lingkungan permukiman, 
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tingkat kerawanan bencana di lingkungan tersebut semakin tinggi 
dan sarana dan prasarana fisiknya buruk. Perhitungan frekuensi 
bencana kebakaran dinilai dari banyaknya kejadian selama 1 (satu) 
tahun pada suatu wilayah atau lingkungan permukiman. Adapun 
teknik penilaiannya adalah  Jumlah Kejadian Kebakaran selama 
dalam satu tahun. 
 
2. Kependudukan  
1) Tingkatan Kepadatan Penduduk 
Tingkat Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah 
penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas 
wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu 
wilayah mengakibatkan semakin terhadap sumber daya dan daya 
dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Adapun 
perhitungan pada tingkat kepadatan penduduk adalah dengan 
membandingkan banyaknya penduduk dengan luas wilayah 
administrasi kelurahan (Ha). Teknik Penilaian adalah:  
                                  
                       
       
2) Rata-rata Anggota Rumah Tangga 
Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah 
tangga adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap 
kepala keluarga (KK). Anggota rumah tangga ini menunjukkan 
banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. 
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Semakin besar rata-rata ukuran rumah tangga menunjukkan semakin 
besarnya tingkat konsumsi barang maupun jasa pada keluarga 
tersebut, misalnya konsumsi listrik dan air akan lebih besar pada 
keluarga yang memiliki ukuran keluarga yang lebih besar. 
Perhitungan rata-rata anggota rumah tangga dinilai dengan 
membandingkan jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah 
seluruh KK. Teknik Penilaiannya adalah:  
                                          
                 
       
3) Jumlah Kepala Keluarga per Rumah / Bangunan  
Jumlah KK perumahan adalah perbandingan antara jumlah KK 
pada suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi 
angka perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan 
semakin banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya 
berpengaruh pada kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar. 
Perhitungan jumlah KK per rumah / bangunan adalah perbandingan 
jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah rumah pada wilayah  
tersebut. Teknik penilaiannya adalah:  
                            
                     
       
4) Tingkat Pertumbuhan Penduduk  
Tingkat pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk 
tiap tahun pada suatu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk 
pada awal tahun dan akhir tahun tiap 1000 penduduk. Perhitungan 
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tingkat pertumbuhan penduduk membandingkan jumlah 
pertumbuhan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah 
penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100% Teknik 
Penilaiannya adalah: 
                                                        
                          
       
3. Kondisi Bangunan 
1) Tingkat Kualitas Struktur Bangunan  
Kualitas struktur bangunan yang dimaksud terkait dengan 
kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan bangunan khususnya 
rumah tinggal. Tingkat kualitas stuktur bangunan adalah persentase 
banyaknya bangunan rumah yang tidak memenuhi persyaratan 
pondasi, dinding , rangka , atap , serta lantai bangunan rumah tinggal 
yang sehat. Semakin banyak rumah dalam suatu permukiman yang 
tidak memenuhi  kriteria kebutuhan minimal keselamatan dan 
keamanan mengidikasikan kondisi lingkungan permukiman semakin 
kumuh .Teknik penilaiannya adalah : 
                                                 
                                 
       
2) Tingkat Kepadatan Bangunan 
Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah unit bangunan per 
satuan luas (Ha) dalam suatu kawasan permukiman .Suatu kawasan 
permukiman menjadi kumuh salah satunya adalah disebabkan oleh 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi disebabkan oleh 
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keterbatasan lahan yang tersedia. Perhitungan tingkat kepadatan 
bangunan adalah membandingkan jumlah bangunan rumah yang ada 
dengan luas lahan permukiman dalam suatu wilayah. Teknik 
Penilaiannya adalah : 
                     
                
       
3) Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan 
Tingkat penggunaan luas lantai bangunan adalah luas ruang yang 
dipergunakan untuk melakukan aktifitas sosial , ekonomi dan budaya 
setiap orang. Mengingat banyaknya jumlah rumah dan terbatasnya 
luas lahan  pada permukiman kumuh, pada umumnya ruang aktivitas 
per orang sangat kecil.Hal ini menimbulkan terjadinya interaksi yang 
sangat tinggi antara orang dalam permukiman . Kriteria permukiman 
kumuh mengacu pada pedoman umum rumah sederhana sehat adalah 
luas lantai kurang dari 9 meter persegi setiap orang . Perhitungan 
tingkat penggunaan luas lantai bangunan ialah membandingkan luas 
lingkungan rumah dengan jumlah penghuni rumah. Teknik 
Penilaiannya adalah:  
                     








4. Kondisi Sosial dan Ekonomi  
1) Tingkat Pendapatan  
Tingkat pendapatan dilihat dari besarnya pendapatan penduduk 
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu 
kawasan permukiman . Dalam hal ini kriteria dasar yang digunakan 
adalah Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota / 
Kabupaten (UMP/UMK) Lemahnya sumber daya masyarakat juga 
dapat diindikasikan dari banyaknya penduduk dengan penghasilan di 
bawah UMP/UMK. Perhitungan tingkat pendapatan penduduk dalam 
suatu kawasan adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan 
penghasilan di bawah UMP / UMK dengan jumlah penduduk 
keseluruhan dikalikan dengan 100 %.. Teknik Penilaiannya adalah 
                                               
                  
       
2) Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan dilihat dari persentase jumlah penduduk 
berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh . Dalam hal ini yang 
ingin diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat 
pendidikan Sekolah Dasar sembilan tahun dengan keseluruhan 
jumlah penduduk dikalikan dengan 100 %. Teknik Penilaiannya 
adalah  
                                                      
                           




3) Tingkat Kerawanan Keamanan 
Tingkat kerawanan keamanan adalah banyaknya kejadian tindak 
kejahatan pada suatu kawasan permukiman. Semakin sering 
terjadinya tindak kejahatan pada suatu kawasan permukiman dapat 
dikatakan semakin tinggi tingkat kekumuhan permukiman. 
Perhitungan tingkat kerawanan keamanan dinilai dari banyaknya 
kejadian tindak kejahatan dalam satu tahun pada suatu wilayah. 
Adapun teknik penilaiannya adalah jumlah Kejadian Tindak 
Kejahatan dalam satu tahun 
5. Prasarana 
1) Kondisi Jaringan Jalan 
Kondisi ketersediaan jalan sangat menentukan baik tidaknya 
transportasi dalam suatu lingkungan perumahan dan permukiman 
dan untuk mengetahui sebagian besar kondisi jalan lingkungan 
yang ada memadai atau tidak  dilalui oleh kendaraan maka 
digunakan teknik penilaiannya sebagai berikut : 
                              
                    
 x 100% 
2) Kondisi Jaringan Drainase 
Untuk mengetahui cakupan pelayanan jaringan drainase yang ada  
memadai atau tidak memadai terhadap luas area digunakan teknik 
penilaian sebagai berikut : 
                
                  
  x 100% 
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Untuk mengetahui kondisi jaringan drainase di lokasi kajian maka 
teknik penilaiannya : 
                    
                
 x 100% 
3) Kondisi Pengelolaan Air Minum 
Untuk memgukur cakupan pelayanan penyediaan air minum yang 
ada memadai atau tidak memadai terhadap populasi dapat 
digunakan teknik penilaian sebagai berikut : 
                                
               
 x 100% 
Untuk mengukur tingkat pelayanan air minum dari segi kelancaran 
dapat digunakan teknik penilaian yaitu : 
                              
                      
 x 100% 
 
4) Kondisi Pengelolaan Air Limbah 
Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki sistem 
pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
atau memenuhi persyaratan, baik sistem pengelolaan air limbah 
setempat secara individual atau komunal; maupun sistem 
pengolahan air limbah terpusat maka dapat digunakan teknik 
penilaian ? 
                                            
         
  x 100% 
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Untuk mengukur cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang 
ada memadai atau tidak memadai terhadap populasi maka teknik 
penilaian sebagai berikut : 
                             
         
  x 100% 
5) Pengelolaan Persampahan 
Untuk cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang ada tidak 
memadai atau memadai terhadap populasi  
                               
         
  x 100% 
6) Pengamanan Kebakaran 
Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki jalan 
lingkungan yang tidak memadai atau memadai untuk mobil 
pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan 
minimum 3,5 meter. 
Tabel 2.  
Kriteria dan Indikator  Penilaian 
ASPEK KRITERIA INDIKATOR NILAI JUMLAH  











• 76% - 100% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan 
• 51% - 75% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan 










Untuk Kota Metro & Kota Besar 
• Kepadatan Bangunan sebesar >300 Unit/Ha 
• Kepadatan Bangunan sebesar 299-251 Unit/Ha 
• Kepadatan Bangunan sebesar <250 Unit/Ha 
Untuk Kota Sedang & Kota Kecil 
• Kepadatan Bangunan sebesar >250 Unit/Ha 
• Kepadatan Bangunan sebesar 249-201 Unit/Ha 















• 76% - 100% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis 
• 51% - 75% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 











• Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai di 
76% - 100% Luas  Area 
• Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai di 
51% - 75% Luas Area 
• Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai di 








B. Kualitas Jalan 
• Kualitas Jalan Buruk pada 76% - 100% Luas Area 
• Kualitas Jalan Buruk pada 51% - 75% Luas Area 











• 76% - 100% Luas Area Tidak Terlayani Drainase 
Lingkungan 
• 51% - 75% Luas Area Tidak Terlayani Drainase 
Lingkungan 















• Kualitas Drainase Buruk pada 76% - 100% Luas Area 
• Kualitas Drainase Buruk pada 51% - 75% Luas Area 














 SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 76% - 100% 
Luas Area 
• SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 75% 
Luas Area 
• SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 25% - 50% 









• Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 76% - 
100% populasi 
• Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 51% - 
75% populasi 














• Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 76% - 100% Luas Area 
• Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 51% - 75% Luas Area 
• Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan 










• Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 
76% - 100% populasi 
• Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 
51% - 75% populasi 
• Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 

















• Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 76% -100% Luas Area 
• Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis di 51% - 75% Luas Area 
• Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan 










• Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 
terhadap 76% - 100% Populasi 
• Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 
terhadap 51% - 75% Populasi 
• Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak Memadai 













• Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 76% - 100% Luas 
Area 
• Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 51% - 75% Luas 
Area 










• Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 
76% - 100% Luas Area 
• Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 
51% - 75% Luas Area 
• Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 








B. Identifikasi Pertimbangan Lain (Dapat Ditentukan Lain Oleh Pemda Atas Berbagai   
Pertimbangan Non Fisik) 
 1. Nilai 
Strategis 
Lokasi 
• Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah 




  2. Kepadatan 
Penduduk 
Untuk Kota Metro & Kota Besar 
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >750 Jiwa/Ha 
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 401 - 749 Jiwa/Ha 
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha 
Untuk Kota Sedang & Kota Kecil 
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >500 Jiwa/Ha 
• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 201 - 499 Jiwa/Ha 










 3. Potensi Sosial 
Ekonomi 
• Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang 
potensial dikembangkan 









 4. Dukungan 
Masyarakat 
• Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan 
kekumuhan tinggi 





` 5. Komitmen 
Pemda 
• Komitmen Penanganan Oleh Pemda Tinggi 




C. Identifikasi Legalitas Lahan 
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ASPEK KRITERIA INDIKATOR NILAI JUMLAH  
  
 
1. Status Tanah 
• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik 
dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari 
pemilik tanah (status tanah legal) 
• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan 
status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara, 
milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan maupun tanah 









• Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai 
RTR (sesuai) 
• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada Zona 





 3. Persy Adm 
Bangunan 
-  
- Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi 




Sumber: Teori Tommy Firman (1966) dan Draft Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementrian Pekerjaan Umum 
 
2) Formula Penilaian 
Berdasarkan Formula Kriteria dan Indikator tersebut, maka dapat 











1 Tingkat Kekumuhan = Total Nilai A 
2 Pertimbangan Lain = Total Nilai B 
3 Legalitas Lahan = Total Nilai C 
Sumber: Draft Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementrian 
Pekerjaan Umum 






 Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A) 
15 – 34 Kumuh Ringan 
35 – 54 Kumuh Sedang 
55 – 75 Kumuh Berat 
 Pertimbangan Lain (Total Nilai B) 
5 – 11 Pertimbangan Lain Rendah 
12 – 18 Pertimbangan Lain Sedang 
19 – 25 Pertimbangan Lain Tinggi 
 Legalitas Lahan (Total Nilai C) 
(+) Status Lahan Legal 
     (-) Status Lahan Tidak Legal 
Jumlah 
Sumber: Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kementrian Pekerjaan 
Umum 
 
2. Analisis SWOT 
Rumusan masalah kedua tentang strategi penanganan, dapat diketahui 
melalui metode analisi SWOT. 
SWOT adalah singkatan dari Strenghths (kekuatan), Weakness 
(kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis ini adalah 





sistematis posisi, caranya berhubungan dengan lingkungan eksternal dan masalah 
serta peluang yang  dihadapi, tujuan analisis ini adalah untuk memisahkan 
masalah pokok dan memudahkan pendekatan strategis. Analisis ini digunakan 
dalam mengkaji dan menentukan strategi dari pengembangan minapolitan 
berbasis komunitas secara menyeluruh, dimana penekanan bertumpu pada aspek 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Secara kualitatif, penentuan analisis 
SWOT dilakukan setelah mengetahui dan menganalisis secara deskriptif kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Analisis SWOT memberikan output 
berupa matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat sel atau tipe. 
Kemungkinan alternatif strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T. 
Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 3.5. 
 
Tabel 5.  






Tuliskan daftar kekuatan 
WEAKNESS (W) 
Tuliskan daftar kelemahan 
OPPORTUNITY (O) 
Tuliskan daftar peluang 
STRATEGI S-O 










Tuliskan daftar ancaman 
STRATEGI S-T 




dan menghindari ancaman 
 
Berikut ini penjelasan mengenai delapan tahapan dalam membentuk 
matriks SWOT, yaitu: 
1. Membuat daftar kekuatan kunci internal wilayah 
2. Membuat daftar kelemahan kunci internal wilayah  
3. Membuat daftar peluang eksternal wilayah 
4. Membuat daftar ancaman eksternal wilayah 
5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang 
eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-O 
6. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-
peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-O 
7. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-
ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi S-T 
8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-
ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam sel strategi W-T.  
 
Perbedaan besar diantara kuantitatif dan kualitatif adalah pada saat  
pembuatan faktor dalam komponen SWOT dan proses kuantitifiasi informasi. 
Apabila pada model kuantitatif setiap faktor S memiliki pasangan dengan faktor 
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W, dan satu faktor O memiliki pasangan satu faktor T, maka dalam model 
kualitatif hal ini tidak terjadi. Selain itu, faktor-faktor pada masing-masing 
komponen (S-W-O-T) adalah berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu 
sama lain. Ini berarti model kualitatif tidak dapat dibuatkan diagram cartesian, 
karena mungkin saja misalnya, faktor S ada sebanyak 10 buah, sementara faktor 
W hanya 6 buah. Pendekatan kualitatif tidak memerlukan bobot dan skor untuk 
masing-masing faktor, namun langsung memberikan penilaian deskriptif kualitatif 





HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Banggae 
1. Aspek Fisik Dasar 
a. Letak Geografis 
Kecamatan Banggae merupakan salah satu dari 8 kecamatan di 
Kabupaten Majene. Luas wilayah Kecamatan Tallo yaitu 25,15    . 
Kecamatan Banggae memiliki 6 kelurahan, yaitu kelurahan Totoli, 
Kelurahan Baru, Kelurahan Pangali-ali, Kelurahan Banggae, Kelurahan 
Rangas, dan Kelurahan Galung. Serta 2 Desa, yaitu Desa Palipi Soreang 
dan Desa Pamboborang dengan jumlah penduduk  sebanyak 40.646 jiwa. 
Secara administratif Kecamatan Banggae berbatasan dengan : 
• Sebelah Utara : Kecamatan Pamboang 
• Sebelah Timur :  Selat Makassar 
• Sebelah Selatan :  Teluk Mandar 
• Sebelah Barat : Kecamatan Banggae Timur 
b. Topografi 
Kondisi topografi Kecamatan Banggae yaitu daerah datar, dengan 
rata-rata ketinggian wilayah 0-25 mdpl. Wilayah Kecamatan Banggae 
memiliki luas 25,15     dan terbagi dalam 6 Kelurahan dan 2 Desa. 
Terdapat 5 kelurahan dan 1 Desa di Kecamatan Banggae yang merupakan 
daerah pantai dan 1 Kelurahan dan 1 Desa merupakan daerah bukan pantai 



























Sumber air yang terdapat di Kecamatan Rangas berdasarkan 
keberadaannya dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Air Tanah 
Kebutuhan air minum di daerah ini sebagian besar diperoleh dari sumur 
permukaan dengan kedalaman 3 – 7 meter yang kondisinya baik. 
2) PDAM 
Masyarakat Kecamatan Rangas sebagian besar memakai air bersih yang 
berasal dari PDAM yang digunakan sebagai salah satu sumber air bersih 
oleh masyarakat untuk MCK. 
d. Klimatologi 
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Kabupaten Majene, curah hujan di Kecamatan 
Banggae sepanjang tahun 2015 sekitar 1.090 mm3, menurun jika 
dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 curah hujan 
tercatat sebesar 1.663 mm3. Sedangkan banyaknya hari hujan di 
Kecamatan Banggae pada tahun 2015 adalah 134 hari, lebih banyak 
dibandingkan tahun 2014 yang hanya 60 hari. Hal ini menunjukkan 
kecamatan Banggae pada tahun 2015 sering hujan dengan curah hujan 
yang kecil. 
2. Penggunaan Lahan 
 Pemanfaatan lahan yang terencana akan membentuk pola 
pemanfaatan yang optimal yang dapat mengurangi frekuensi debit, erosi 
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tanah, kandungan lumpur sungai, terwujudnya kelestaraian dan 
mengoptimalkan produktifitas lahan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Penataan lahan yang tidak terencana akan membentuk pola 
pemanfaatan lahan tidak optimal yang berdampak pada peningkatan erosi, 
banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, penurunan 
produktivitas lahan, kesenjangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan, 
serta konflik penggunaan lahan. 
 Pola penggunaan lahan di Kecamatan Banggae sebagian bessar 
fungsi lahan untuk permukiman, selebihnya fungsi lahan untuk 
perdagangan, perkantoran, pendidikan, RTH, peribadatan, kesehatan dan 
Tambak 
3. Aspek Kependudukan 
 Jumlah penduduk Kecamatan Banggae setiap tahunnya mengalami 
pertumbuhan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Majene, jumlah penduduk Kecamatan Banggae tahun 
2014 sebanyak 29.081 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
13.986 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 15.095. Sedangkan pada 
tahun 2015 proyeksi penduduk Kecamatan Banggae yaitu 37.333 jiwa, 
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.362 jiwa dan penduduk 
perempuan sebanyak 18.971 jiwa. Hingga tahun 2016 jumlah penduduk 
kecamatan ini telah mencapai 40.646 jiwa, laki-laki sebanyak 20.042 jiwa 
dan perempuan sebanyak 20.604 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 
Kecamatan Banggae pada tahun 2015 adalah sebesar 1.616 jiwa/km2. 
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Artinya tiap 1 km2 luas wilayah Kecamatan Banggae rata-rata dihuni 
sebanyak 1.616 jiwa penduduk. Kelurahan yang paling banyak jumlah 
penduduknya di Kecamatan Banggae pada tahun 2015 adalah Kelurahan 
Pangali-ali, yakni sebanyak 10.622 jiwa. Sedangkan Kelurahan Palipi 
Soreang merupakan kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya, 
yakni sebanyak 1.998 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di 
semua kelurahan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai 2015. 
Selain itu, jumlah penduduk perempuan di kelurahan, kecuali di Kelurahan 
Totoli, lebih banyak daripada penduduk laki-laki. 
a. Jumlah dan Penyebaran Penduduk  
 Penyebaran penduduk di kecamatan Banggae tersebar di 8 
kelurahan dan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebarab jumlah 
penduduk di Kecamatan Banggae tahun 2016 dapat dilihat pada table 
berikut :  
Tabel 6. 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kelurahan/Desa di 
Kecamatan Banggae Tahun 2016 
No. Kelurahan/Desa 
Luas 
(   ) 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
1 Totoli 4,33 4161 
2 Palipi Soreang 4,12 1998 
3 Rangas 2,23 7447 
4 Baru 2,46 5311 
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5 Pamboborang 3,11 2153 
6 Pangali-ali 4,49 10622 
7 Banggae 2,27 5261 
8 Galung 2,14 3693 
Jumlah 25,15 40646 
 
Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Banggae 2016 
b. Kepadatan Penduduk 
 Kepadatan penduduk di Kecamatan Rangas tersebar di 8 Kelurahan 
dan Desa. Adapun jumlah penduduk tertinggi terdapat di 
kelurahanPangali-ali dengan jumah penduduk 10622 jiwa dan Jumlah 
penduduk terendah terdapat pada Kelurahan Palipi Soreang dengan jumlah 
penduduk 1998 jiwa. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kecamatan 
Rangas adalah 1616 jiwa/    dengan luas wilayahadalah25,15    . 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut : 
Tabel 7. 
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rangas Menurut  















1 Totoli 4161 4,33 961 
2 Palipi Soreang 1998 4,12 485 
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3 Rangas 7447 2,23 3339 
4 Baru 5311 2,46 2159 
5 Pamboborang 2153 3,11 692 
6 Pangali-ali 10622 4,49 2366 
7 Banggae 5261 2,27 2318 
8 Galung 3693 2,14 1726 
Jumlah 40646 25,15 14046 
 
Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Banggae 2016 
c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Banggae tahun 
2016 yaitu sebanyak  40646 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 
20042 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 20604 jiwa. Data 
tersebut menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk 
laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 8. 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Banggae 
tahun 2016 
No. Kelurahan/Desa 
Jenis Kelamin Jumlah 
(Jiwa) Laki-Laki Perempuan 
1 Totoli 2083 2078 4161 
2 Palipi Soreang 998 1000 1998 
3 Rangas 3667 3780 7447 
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4 Baru 2571 2740 5311 
5 Pamboborang 1056 1097 2153 
6 Pangali-ali 5249 5373 10622 
7 Banggae 2572 2689 5261 
8 Galung 1846 1847 3693 
Jumlah 20042 20604 40646 
 
        Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Banggae 2016 
 
4. Aspek Sosial Budaya di Kecamatan Banggae 
 Masyarakat yang ada di Kecamatan Banggae terdiri dari berbagai 
suku. Seperti halnya dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 
Majene, Suku Mandar merupakan suku asli masyarakat Kecamatan 
Banggae, sedangkan beberapa suku pendatang, antara lain yang dominan 
adalah suku Bugis, Kecamatan banggae merupakan kecamatan yang dekat 
dengan daerah pesisir. Karakter suatu tempat tentunya sangat berkaitan 
erat dengan relief atau bentuk permukaan  tempat tersebut. Karena terletak 
di kawasan pesisir, maka sosial budaya yang berkembang di Kecamatan 
banggae juga merupakan sutau kehidupan sosial yang tidak berorientasi 
jauh dari kehidupan pantai dan pesisir. Sebagian besar penduduk di 
Kecamatan banggae khususnya penduduk yang tinggal di kawasan pesisir 
bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang tinggal di daerah 
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daratan sebagian besar juga bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, 
atau yang bergerak di sektor jasa.. 
B. Tinjauan Umum Kelurahan Rangas 
1. Kondisi Fisik Dasar Wilayah 
a. Letak Geografis  
Kelurahan Rangas berada di seblah barat Kabupaten Majene 
dengan luas 2,23   . Kelurahan rangas memiliki 4 lingkungan yakni 
Rangas Timur, Rangas Tammalassu, Rangas Pa’besoang dan Rangas Barat 
dengan jumlah penduduk 7328jiwa. Adapun batas-batas administrasi 
sebagai berikut : 
 
 Sebelah Utara  : Desa Palipi Soreang dan  Kelurahan Totoli 
 Sebelah Barat  :  Selat Makassar 
 Sebelah Timur : Teluk Mandar 
 Sebelah Selatan : Teluk Mandar 
 
b. Topografi dan Kelerengan 
Secara topografi Kelurahan Rangas merupakan salah satu  Kelurahan 
yang berada pada ketinggian 0 - 25 m sampai diatas 500 meter Diatas 
permukaan laut dengan tingkat variasi topografi terdiri dari pesisir, dataran 
pantai, landai sampai kepada perbukitan ditinjau dari segi kemiringan 





Untuk kebutuhan air bersih, Sumberdaya air yang digunakan 
berasal dari 2 sumber; yakni pengaliran PDAM dan air sumur galian 
dengan menggunakan pompa air. 
d. Klimatologi 
Kondisi iklim wilayah Kelurahan Rangas memiliki hari hujan dan 
curah hujan yang kecil dan dipengaruhi oleh angin musim, hal ini 
dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan 
Teluk mandar) 
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Kabupaten Majene, curah hujan di Kelurahan Rangas 
di tahun 2015 sekitar 1.090 mm3. Sedangkan banyaknya hari hujan di 
Kelurahan Rangas pada tahun 2015 adalah 134 hariHal ini menunjukkan 
kecamatan Banggae pada tahun 2015 sering hujan dengan curah hujan 
yang kecil. 
2. Penggunaan Lahan 
Kondisi tata guna lahan di wilayah studi secara umum terdiri atas;  






C. Evaluasi Indikator Tingkat Kekumuhan Kelurahan Rangas. 
1. Kondisi Bangunan   
a. Keteraturan Bangunan  
 Keteraturan bangunan dapat ditinjau dari garis sempadan bangunan 
(GSB) karena merupakan batas persil yang tidak boleh didirikan 
bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi 
rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana pantai, rencana 
saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi 
rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad landing, garis 
sempadan telekomunikasi. 
Gambar 2.  Kondisi Sempadan Bangunan di Lingkungan Pabesoang 
 
Adapun garis sempadan bangunan (GSB) berdasarkan hasil survey 
lapangan di kawasan penelitian Keluarahan Rangas menunjukkan 
bahwa GSB permukiman jaraknya 0,5 – 1 meter sebanyak 32 unit dan  
GSB 1,5-3 meter sebanyak 142 unit hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar sistem garis sempadan bangunan di kawasan penelitian 




Kondisi Eksisting Bangunan Menurut Keteraturannya 




1 Teratur 142 82 
2 Tidak Memiliki Keteraturan 32 18 
Jumlah 174 100.00 
                               Sumber : Survey Lapangan , 2017 
Untuk mengetahui nilai keteraturan bangunan dapat digunakan 
teknik penilaian sebagai berikut. 
- Jumlah Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan : 32 Unit 
- Jumlah Bangunan: 174 Unit 
- Rata-rata Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan ? 
       Maka : 
                                         
              
       
  
   
       
= 14 % 
Dari data hasil penilaian bahwa rata-rata bangunan tidak 
memiliki keteraturan  dengan presentasi 14 % 
b. Kepadatan Bangunan 
Jumlah bangunan yang termasuk dalam lokasi studi sebanyak 
174 unit sedangkan luas wilayah 2,96 Ha. Perhitungan tingkat 
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kepadatan bangunan adalah membandingkan jumlah bangunan 
rumah yang ada dengan luas lahan permukiman dalam suatu wilayah. 
Teknik penilaiannya adalah :  
- Jumlah Bangunan rumah : 174 Unit 
- Luas Wilayah : 2,96 Ha 
- Kepadatan Bangunan ? 
Maka : 
                     
                
       
   
        
       
     
Berdasarkan penilaian lokasi penelitian termasuk dalam kategori 
kepadatan yang rendah. 
c. Persyaratan Teknis 
 Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan 
gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan 
permukiman yang bertentangan dengan persyaratan: 
1. pengendalian dampak lingkungan; 
2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, 
di  atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah 
prasarana/sarana umum; 
3. keselamatan bangunan gedung; 
4. kesehatan bangunan gedung; 
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5.  kenyamanan bangunan gedung; dan 
6.  kemudahan bangunan gedung. 
Ketidaksesuaian bangunan juga dapat dilihat dari perizinan bangunan 
yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), indikator persyaratan 
bangunan  diatas sudah ada dalam dokumen IMB suatu bangunan. 
Berdasarkan survey lapangan, bangunan  di lokasi penelitian sebagian 
besar sudah memiliki IMB. Jumlah bangunan yang memiliki izin 
dapat dilihat pada tabel berikut; 
 
Tabel 10. 







1 Memiliki IMB 127 73 
2 Tidak memiliki IMB   47 27 
Jumlah 174 100.00 

































Untuk menghitung persentase persyaratan teknis bangunan, 
dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut; 
- Jumlah Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis : 47 Unit 
- Jumlah Bangunan : 174 
- Rata-rata bangunan tidak sesuai persyaratan teknis? 
-        Maka : 
- 
                                              
             
       
- 
  
   
       
- =  27 %  
  Dari data hasil penilaian, bangunan di lokasi  penelitian 27 % 
tidak memenuhi persyaratan teknis 
2. Aksesibilitas Lingkungan 
a. Cakupan Pelayanan 
Cakupan pelayanan jalan linkungan dapat dilihat dari dua indikator 
yakni, perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup 
permukiman skala wilayah dan perlunya keterhubungan antar persil 
dalam perumahan dalam skala kawasan. Berdasarkan hasil survey, 
jalan lingkungan sekunder yang ada di Lingkungan Rangas Pabesoang 
sudah dapat dilalu kendaraan bermotor roda tiga atau lebih. Cakupan 
pelayanan jalan lingkungan dilokasi penelitian sebagian besar sudah 




b. Kualitas Jalan 
Jaringan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktifitas 
yang ada di kawasan penelitian Lingkungan Rangas Pabesoang. 
Dinamika kehidupan dan aktifits warga Rangas tergambar dari 
jaringan jalan yang ada di dalamnya. Jaringan jalan tersebut tidak 
hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menggambarkan 
aktifitas yang lebih luas. Aktifitas budaya, sosialisasi, kontak sosial, 
keagamaan dan lainnya. Hal ini tergambar dari aktifitas yang terjadi 
pada bagian jalan tertentu. Di mana anak-anak memanfaatkannya 
sebagai media permainan, sebagian orang menggunakannya untuk 
media perdagangan, dan kontak sosial, Tetapi pada bagian lain ruas 

















1 Jl  Mesjid 3 236 Beton Baik 














3 Jl.Rangas 2,5 272 Aspal Buruk 
4 Jl. Lapangan 2,5 85 Aspal Buruk 
5 Lorong IV 2,5 98 Pengerasan Buruk 
6 Lorong III 2,5 98 Beton Buruk 
7 Jl Rangas Barat 3 253 Aspal Buruk 
Sumber : Hasil Survey 2017 
 
 
Gambar 3. Kondisi Jalan di Lingkungan Rangas Pabesoang 
 
Beberapa permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan adalah 
adanya kerusakan jalan, dimensi jalan yang sempit, genangan air di badan 
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jalan, dan jalan yang berlobang, sehingga pada beberapa bagian jalan 
tersebut menimbulkan di ketidaknyamanan untuk melakukan aktifitas. 
Bahkan masyarakat kawasan penelitian menengarai pada bagian tertentu 
sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan sulit dilalui. Berdasarkan 
hasil survey lapangan, diketahui beberapa hal sebagai berikut : 
1) Ruas jalan yang ada di Kawasan penelitian yaitu terdiri dari jalan arteri 
sekunder, jalan lingkungan, dan jalan setapak (lorong). 
2) Kondisi jalan yang ada terbagi dalam 3 (tiga) jenis jalan, yaitu : jalan 
aspal sebanyak 3 ruas jalan, jalan beton sebanyak 3 ruas jalan, dan jalan 
pengerasa sebanyak 1 ruas jalan  
 
3) Kondisi tingkat kerusakan jalan adalah sebagai berikut : 
(a) Kerusakan sedang, 5 ruas jalan : 
(b) Kondisi fisik ruas jalan yang baik sebanyak 2 ruas 











 Tabel 12 
Kondisi dan Panjang Jalan di Lingkungan Rangas pabesoang 









1 Jl  Mesjid 236 - - - 
2 Jl. Pendidikan 97 - - - 
3 Jl.Rangas - - 272 - 
4 Jl. Lapangan - - 85 - 
5 Lorong IV - - 98 - 
6 Lorong III - - 98 - 
7 Jl Rangas Barat - - 253 - 
 Jumlah 333  806  
Total Panjang Jalan  
(M) 
1139 
Sumber : Survey 2017 
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa panjang jalan yang berada di 
wilayah studi 1139 meter dengan panjang jalan kondisi baik 333 meter 
sedangkan panjang jalan kondisi rusak sedang 806 meter. 
- Panjang Jalan : 1139 meter 
- Panjang Jalan Kondisi Baik : 333 meter 
- Panjang Jalan Kondisi Rusak Sedang : 806 meter 
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                   Maka : 
                              
                   
 x 100% 
=   
   
    
 x 100 































































 Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar kualitas 
jalan lingkungan di lokasi penelitian kondisinya buruk. 
3. Drainase Lingkungan 
a. Cakupan Pelayanan 
Meskipun di wilayah studi memiliki topografi beragam yang 
memungkinkan terjadinya aliran air secara grafitasi, tetapi kenyataan 
sering terjadi permasalahan dengan jaringan drainase. Kondisi ini sangat 
beragam, disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, 
aliran air di drainase tidak mengalir, dan sedimentasi saluran. 
Tabel 13 
Perbandingan Panjang Jalan dan Panjang Drainase 





1 Jl  Mesjid 236  
2 Jl. Pendidikan 97 97 
3 Jl.Rangas 272 272 
4 Jl. Lapangan 85 85 
5 Lorong IV 98 98 
6 Lorong III 98 98 
7 Jl Rangas Barat 253 253 
Total 1139 903 
Sumber : Hasil Survey 2017 
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Untuk mengetahui cakupan pelayanan jaringan drainase di 
Lingkungan Rangas Pabesoang memadai atau tidak memadai, digunakan 
teknik penilaian sebagai berikut : 
- Total Panjang Jalan : 1139 meter 
- Total Panjang Drainase : 903 meter 
Maka :  
                     
                  
 x 100% 
=   
   
    
 x 100 
=  79 %  
Dengan demikian sebanyak 79 % jaringan drainase sudah memadai 
terhadap Lingkungan Rangas Pabesoang. 
b. Kualitas Drainase 
Jaringan drainase pada lokasi penelitian sebagian besar megalami 
kerusakan, beberapa ruas jalan sudah ada drainase dan ada sebagian ruas 
jalan yang tidak mamiliki drainase.  
Tidak ada Drainase        Ada Drainase 
















1 Jl  Mesjid - - - - 
2 Jl. Pendidikan 97 - - - 
3 Jl.Rangas - - 272 - 
4 Jl. Lapangan - 85 - - 
5 Lorong IV - 98 - - 
6 Lorong III - 98 - - 
7 Jl Rangas Barat - - 253 - 
Jumlah 97 





Sumber : Hasil Survey 2017 
Lingkungan Rangas Pabesoang memiliki drainase dengan  lebar 
antara 30-50 Cm. Drainase dengan kondisi baik terdapat pada jalan 
pendidikan, drainase dengan kondisi buruk ada di jalan rangas, jalan 
lapangan, lorong IV, lorong III dan jalan rangas barat. Sedangkan di jalan 
masjid tidak memiliki drainase. Untuk mengetahui skala pelayanan 
terhadap luas area maka digunakan teknik penilaian sebagai berikut: 
- Panjang Drainase : 903 meter 
- Panjang Drainase Kondisi Baik : 97 meter 




                                 
                     
 x 100% 
=   
   
   
 x 100 









































 Dengan demikian sebanyak 89 % jaringan drainase yang kondisinya buruk 
dan belum terlayani terhadap luas  area di kawasan penelitian. 
4. Pelayanan Air Minum 
a. Persyaratan Teknis 
Air minum adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang 
bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau 
dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan 
untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatmen air 
sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, 
fisika dan biologis.  
Dari data penggunaan air minum untuk kebutuhan warga 
Mayarakat di Lingkungan Rangas Pabesoang terlihat bahwa sebagian 
besar warga menggunakan sumber PDAM untuk pemenuhan 
kebutuhannya. Dari data terlihat bahwa sebanyak 174 unit bangunan 
menggunakan sumber air bersih melalui PDAM, PDAM dan sumur gali, 
PDAM dan Sumur bor. 
Tabel 15. 






1 PDAM 56 32 % 
3 Sumur gali 71 41 % 
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4 Sumur Bor 47 27 % 
JUMLAH 174      100 
    Sumber : Hasil Survey 2017 
Berdasarkan hasil survey kondisi air minum untuk lebutuhan 
sehari-hari di lingkungan rangas pabesoang, dominan masyarakat 
menggunakan sumur gali untuk kebutuhan sehari-hari yakni sebanyak 41 
%, untuk penggunaan sumber air minum yang berasal dari PDAM 
sebanyak 32 %, dan untuk penggunaan sumber air minum yang berasal 
dari sumur bor sebanyak 27 %. 
Untuk mengetahui persyaratan teknis air minum PDAM maka 
digunakan teknik penilaian sebagai berikut : 
- Jumlah Bangunan Sumber Air Minum Non PDAM : 118 Unit 
- Total Jumlah Bangunan : 174 Unit 
Maka :  
 
                           
                
 x 100 
= 
   
   
 x 100 
= 68 %   
Dari hasil penilaian diatas diketahui sebanyak 68% tidak 
memenuhi persyaratan teknis penyediaan air minum. 
b. Cakupan Pelayanan. 
Lingkungan permukiman dengan pelayanan air minum atau akses 
terhadap air minum yang terbatas mengindikasikan buruknya kualitas 
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lingkungan permukiman karena dilihat dari tingkat kelancaran air minum 
oleh PDAM terhadap masyarakat 5 jam/hari yakni pada pukul 07.00 pagi 
sampai pukul 09.00 siang kemudian pukul 16.00 sore sampai pukul 18.00 
malam dan pukul 24.00 malam sampai pukul 01.00 pagi  . Dari hasil 
wawancara masih banyak warga yang kesulitan mengakses air minum. 
Untuk mengetahui cakupan pelayanan air minum oleh PDAM di 
lokasi penelitian maka digunakan penilaian sebagai berikut :  
- Tingkat ketidaklancaran yang terjadi : 17 jam/hari 
- Tingkat kelancaran ideal : 24 jam/hari 
- Tingkat pelayanan? 
Maka 
                        
                        
 x 100 
= 
           
           
 x 100 
= 71 %  
Dari hasil penilaian diatas diketahui sebanyak 71 % cakupan 
pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap 
populasi. 
5. Pengelolaan Air Limbah 
a. Persyaratan Teknis 
Pengelolaan air limbah di wilayah studi dilihat dari sanitasi karena 
salah satu indikator penilaian rumah tinggal bersih dan sehat adalah 
kepemilikan sistem sanitasi internal yang ada di dalam setiap lingkungan / 
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kapling rumah. Karena sistem sanitasi yang buruk akan membawa dampak 
negatif terhadap lingkungan yang lebih luas. Sistem sanitasi yang 
dimaksud meliputi ketersediaan jamban internal / jamban keluarga, saluran 
pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tinggal, ketersediaan septic 
tank dan SPAL untuk bangunan publik atau bangunan yang menghasilkan 
limbah hasil produksi rumah tangga atau bangunan publik. Selain limbah 
pembuangan dari jamban, limbah hasil rumah tinggal yang lain adalah 
sampah. Ketersediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah pada 
setiap unit bangunan dan lingkungan memberikan andil besar terhadap 
penilaian kebersihan dan kesehatan lingkungan. 
Persyaratan teknis mencakup kualitas bangunan MCK yang terdiri 
dari permanen dan semi permanen, ketersediaan air, sanitasi dan  kapasitas 
septic tank. Berdasarkan hasil survey lapangan, wawancara dan data 
instansi di lokasi, berikut data persyaratan teknis MCK di Lingkungan 
Rangas Pabesoang. 
Tabel 16. 
Persyaratan Teknis MCK di Lingkungan Rangas Pabesoang 
No Persyaratan Teknis MCK Jumlah Bangunan Presentase 
1 Memenuhi Persyaratan Teknis 125 83 % 
2 
Tidak Memenuhi Persyaratan 
Teknis 
26 17 % 
Jumlah 151 100 % 
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Sumber : Hasil Survey 2017 
Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki sistem 
pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau 
memenuhi persyaratan, baik sistem pengelolaan air limbah setempat 
secara individual atau komunal; maupun sistem pengolahan air limbah 
terpusat maka dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut : 
- Jumlah MCK Tidak Sesuai Persyaratan Teknis : 26  Bangunan 
- Jumlah Bangunan Yang Memiliki MCK:  151 Bangunan 
- Tingkat pelayanan ? 
     Maka :  
                                         
                              
 x 100 
= 
  
   
 x 100 
= 17 %   
Dari hasil penilaian bahwa 17 % MCK di lokasi penelitian tidak 
sesuai persyaratan teknis. 
b. Cakupan Pelayanan 
Di lokasi penelitian sebagian besar bangunan sudah memiliki MCK 
sendiri atau jamban internal/keluarga, dan dilokasi juga terdapat MCK 
umum yang digunakan oleh beberapa warga/kepala keluarga. Berdasarkan 
hasil survey lapangan, wawancara dan data instansi di lokasi, berikut data 
kondisi MCK di Lingkungan Rangas Pabesoang. 




Kondisi MCK di Lingkungan Rangas Pabesoang 
No 
Sanitasi Lingkungan 
(Pembuangan Limbah Cair) 
Jumlah Bangunan Presentase 
1 MCK 151 87 % 
2 Tidak Memiliki MCK 23 13 % 
Jumlah 174 100 % 
Sumber : Hasil Survey 2017 
Berdasarkan data diatas bahwa jumlah bangunan yang tidak 
memiliki MCK yaitu sebanyak 149 bangunan dan yang memiliki hanya 73 
bangunan 
Untuk melihat seberapa besar cakupan pelayanan pengolahan air 
limbah dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut : 
- Jumlah yang Tidak Memiliki MCK : 23  Bangunan 
- Jumlah Bangunan:  174 Bangunan 
- Tingkat pelayanan ? 
     Maka :  
                      
              
 x 100 
= 
   
   
 x 100 
= 13 %   
Dari hasil data penilaian bahwa 13 % cakupan pelayanan 




6. Pengelolaan Persampahan 
a. Persyaratan Teknis 
Kriteria pemenuhan teknis pengelolaan persampahan dapat dilihat dari 
frekuensi pengangkutan sampah, pemilahan jenis sampah, proses 
3R(recycle,reduce,reuse), ketersediaan TPS di setiap rumah dan  
pengelolaan TPA. Dari hasil observasi disimpulkan bahwa kriteria 
teknis pengelolaan persampahan di lingkungan rangas pabesoang 
berada dalam tahap sedang yakni 51% - 75 %  populasi. 
b. Cakupan Pelayanan 
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 
berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut 
derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada 
konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah 
dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam 
kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat 
dibagi menurut jenis-jenisnya. 
Masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya menggunakan sistem 
persampahan komunal atau membuang sampah di sembarang tempat 
seperti lahan kosong, mengumpulkan di lahan kosong tersebut lalu 
dibakar. Kebiasaan menggunakan sistem komunal tersebut dikarenakan 
kurangnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di lokasi 
penelitian. Berikut data kondi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang 




Kondisi Persampahan di Lingkungan Rangas Pabesoang 
No Persampahan Jumlah Bangunan Presentase 
1 Memiliki TPS 47 27 % 
2 Belum memiliki TPS 127 73 % 
Jumlah 174 100 % 
Sumber : Hasil Survey 2017 
Untuk melihat seberapa besar cakupan pelayanan persampahan  
dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut : 
- Jumlah Bangunan yang Tidak Memiliki TPS : 127  Bangunan 
- Jumlah Bangunan:  174 Bangunan 
- Tingkat pelayanan ? 
     Maka :  
                      
              
 x 100 
= 
   
   
 x 100 
= 73 % 
Dari hasil data penilaian, cakupan pengelolaan persampahan tidak 
memadai terhadap 73 % Populasi. 
7. Proteksi Kebakaran 
a. Persyaratan Teknis 
Kebakaran senantiasa menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa 
manusia.  Kebakaran yang terjadi di permukiman padat dapat bergerak 
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dengan cepat karena banyak benda yang mudah terbakar, tidak ada 
konstruksi pembatas, sistem instalasi listrik yang cenderung ruwet, 
sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologi, lingkungan 
dan langsung memiskinkan masyarakat. 
Dari hasil survey di lokasi penelitian terdapat 13 Sumber Air yang 
bisa digunakan sembagai sumber atau pasokan air pengamanan kebakaran. 
Untuk menilai sberapa besar pasokan air pengamanan kebakaran 
dapat digunakan teknik penilaian sebagai berikut :  
- Jumlah Pasokan Air Pengamanan Kebakaran : 13 Sumber Air  
- Luas Wilayah:  2,96 Ha 
- Tingkat pelayanan ? 
     Maka :  
                                      
           
 x 100 
= 
  
    
 x 100 
= 43,91 % 
Dari hasil penilaian bahwa pasokan air  pengamanan kebakaran di 
lokasi penelitian 43,91 % memadai terhadap luas area kawasan. 
b. Cakupan Pelayanan 
Untuk mengukur sebagian besar luas area memiliki jalan 
lingkungan yang tidak memadai atau memadai untuk mobil pemadam 





Ruas Jalan Lingkungan Rangas Pabesoang 





1 Jl  Mesjid 2 Beton 
2 Jl. Pendidikan 2 Beton 
3 Jl.Rangas 1,5 Aspal 
4 Jl. Lapangan 1,5 Aspal 
5 Lorong IV 1,5 Pengerasan 
6 Lorong III 1,5 Beton 
7 Jl Rangas Barat 2 Aspal 
     Sumber : Hasil Survey 2017 
 Dari data hasil survey tersebut, tidak ada ruas jalan yang 
memenuhi persyaratan teknis pengamanan kebakaran yakni lebar jalan 
lingkungan minimum 3,5 meter sedangkan di lokasi penelitian jalan 
lingkungan terlebar hanya 2 meter saja. Jalan lingkungan di lokasi 
penelitian 100 % tidak memadai untuk mobil damkar. 
 
D. Hasil Evaluasi Pembahasan Wilayah Studi Lingkungan Rangas 
Pabesoang 
1. Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Di 
Lingkungan Rangas Pabesoang. 
  tingkat kekumuhan permukiman di Lokasi penelitian yaitu lingkungan 
rangas pabesoang meliputi 3 (tiga) variabel yaitu penilai kekumuhan secara 
fisik, penilaian pertimbangan lain (Non Fisik) dan penilaian legalitas lahan. 
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 Penilaian kekumuhan secara fisik terdiri dari 7 indikator yaitu kondisi 
bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi 
penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan 
persampahan dan kondisi pengamanan kebakaran selanjutnya penilaian 
pertimbangan lain terdiri dari 5 indikator yaitu nilai strategis lokasi, 
kepadatan penduduk, potensi sosila ekonomi, dukungan masyarakat, 
komitmen pemerintah daerah dan penilaian legalitas lahan terdiri dari 3 
indikator yaitu status tanah, kesesuain RTR kemudia persyaratan 
administrasi bangunan (IMB). 
a. Penilaian kekumuhan secara fisik  
1) Kondisi Bangunan 
a) Keteraturan Bangunan 
Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki  keteraturan, 
dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak. 14 % Bangunan 
Tidak Memiliki Keteraturan (Nilai Bobot 1) 
b) Kepadatan Bangunan 
Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya 
jumlah bangunan per hektar. Kepadatan Bangunan Sebesar 59 
Unit/Ha (Nilai Bobot 1) 
c) Persyaratan Teknis 
Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi  persyaratan 
teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana. 27 %  
Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis (Nilai Bobot 1) 
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2) Kondisi Jalan Lingkungan 
a) Cakupan Layanan 
Cakupan pelayanan jalan lingkungan memadai terhadap luas area, 
artinya sebagian besar lokasi terlayani  jalan lingkungan. Cakupan 
Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai Di 25 %  Luas Area 
(Nilai Bobot 1) 
b) Kualitas Jalan 
Sebagian kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk. 
Kualitas Jalan Buruk pada 71 % Luas Area (Nilai Bobot 3) 
3) Kondisi Drainase Lingkungan 
a) Cakupan Pelayanan 
79 % jaringan drainase sudah memadai terhadap Lingkungan 
Rangas Pabesoang. (nilai bobot 5) 
b) Kualitas Drainase 
89 % jaringan drainase yang kondisinya buruk dan belum terlayani 
terhadap luas  area di kawasan penelitian. (Nilai Bobot 5) 
4) Kondisi Penyediaan Air Minum 
a) Persyaratan Teknis 
Sebagian besar luas area memiliki sistem penyediaan air minum 
yang tidak memenuhi persyaratan teknis. SPAM Tidak Memenuhi 
Persyaratan Teknis di 68 % Luas Area (Nilai Bobot 3) 
b) Cakupan Pelayanan 
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Pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap 
populasi. Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 71 % 
populasi (Nilai Bobot 3) 
5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah 
a. Persyaratan Teknis 
Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah 
yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Pengelolaan air limbah 
tidak memenuhi persyaratan teknis di 17% luas area (Nilai Bobot 1) 
b. Cakupan Layanan 
Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah 
yang tidak memenuhi persyaratan teknis.Cakupan pengolahan air 
limbah tidak memadai terhadap 13  populasi (Nilai Bobot 1) 
6) Kondisi Pengelolaan Persampahan 
a. Persyaratan Teknis 
Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan 
persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. 
pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis di 
51%-75% luas area.Cakupan Pelayanan. (Nilai Bobot 3) 
Cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang ada tidak 
memadai terhadap populasi. Cakupan pengelolaan persampahan 





7) Kondisi Pengamanan Kebakaran 
a. Persyaratan Teknis 
Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman 
yang tidak memadai. Pasokan Air Damkar Tidak Memadai Di 
43,91 %  Luas Area (Nilai Bobot1) 
b. Cakupan Pelayanan 
Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak 
memadai untuk mobil pemadam kebakaran. Jalan lingkungan 
untuk mobil damkar tidak memadai di 100 % luas area (Nilai 
Bobot 5) 
b. Penilaian Pertinbangan Lain 
1) Nilai Strategis Lokasi 
Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah,  artinya 
keberadaan lokasi mendukung fungsi tertentu dalam konstelasi 
kawasan/wilayah. Lokasi terletak pada fungsi strategis 
kawasan/wilayah (Nilai Bobot 5) 
2) Kepadatan penduduk  
Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya  jumlah 
penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai. Kepadatan 
penduduk pada lokasi sebesar 641 jiwa/Ha (Nilai Bobot 5) 
3) Potensi Sosial Ekonomi 
Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial 
dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi 
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seperti pengolahan hasil laut dan perdagangan. Lokasi memiliki potensi 
sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan (Nilai Bobot 5) 
4) Dukungan Masyarakat 
Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, 
artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan 
aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik.  
Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi 
(Nilai Bobot 5) 
5) Komitmen Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi 
kumuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan fisik sarana 
prasarana di lokasi (Nilai Bobot 5) 
c. Penilaian Legalitas Lahan 
1) Aspek Status Lahan 
Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik  dalam hal 
kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status 
tanah legal). (Nilai Bobot  +1) 
2) Kesesuaian RTR 
Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan permukiman sesuai 
dengan rencana tata ruang (RTR). (Nilai Bobot +1) 
3) Persyaratan Administrasi Bangunan 
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Di Kawasan penelitian sebagian bangunan pada lokasi belum memiliki 
izin mendirikan bangunan (IMB). (Nilai Bobot -1) 
 
Tabel 20 
Analisis Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh 
Aspek Kriteria Indikator Nilai 















Untuk Kota Metro & Kota Besar 








- 25% - 50% Bangunan Tidak Memenuhi 
Persyaratan Teknis 
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- Cakupan Layanan Jalan Lingkungan 













- Dr inas  Lingkungan Tidak Mampu 
Mengatasi Genangan Minimal di 76% - 























- SPAM Tidak Memenuhi Persyaratan 






- Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai 










- Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi 





 b. Cakupan 
Pelayanan 
- Cakupan pengolahan air limbah tidak 









- Pengelolaan Persampahan Tidak 
Memenuhi Persyaratan Teknis di 51% - 




 b. Cakupan 
Pelayanan 
- Cakupan Pengelolaan Persampahan Tidak 












- Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 





- Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar 





JUMLAH NILAI BOBOT 37 
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Aspek Kriteria Indikator Nilai 
B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN (DAPAT DITENTUKAN LAIN 














Untuk Kota Sedang & Kecil 
- Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar  








- Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi 












Dukungan masyarakat terhadap proses 














- Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan 
status tanah, baik dalam hal kepemilikan 
maupun izin pemanfaatan tanah dari 










- Keseluruhan lokasi berada pada Zona 









- Sebagian atau keseluruhan bangunan pada 
lokasi belum memiliki IMB 
-1 
Sumber ; hasil Analisis  2017 




Tabel 22.  Penjabaran Formula Penilaian 
1 Tingkat Kekumuhan = Total Nilai A 
2 Pertimbangan Lain = Total Nilai B 
3 Legalitas Lahan = Total Nilai C 
Nilai Keterangan 
TINGKAT KEKUMUHAN (A) 
15-34 Kumuh Ringan 
35-54 Kumuh Sedang 









Hasil Formula Penilaian (Skoring) Kawasan Kumuh Lingkungan   
Rangas Pabesoang 
PERTIMBANGAN LAIN (B) 
5-11 Pertimbangan Lain Rendah 
12-18 Pertimbangan Lain Sedang 
19-25 Pertimabangan Lain Tinggi 
LEGALITAS LAHAN (C) 




A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
B
1 
B2 B3 B4 B5 C 
Tingkat Kekumuhan 
(Total Nilai A) 




3 4 10 6 2 6 6       
Pertimbangan Lain 
(Total Nilai B) 
             
19 – 25 
Pertimbangan 
Lain Tinggi 
       5 5 5 5 5  
Legalitas Lahan (Total 
Nilai C) 
             
133 
 
Sumber : Hasil Olahan Data Teknik Penilaian Tingkat Kekumuhan 
 
Melalui identifikasi permasalahan kekumuhan, maka akan diperoleh basis 
data kondisi kualitas bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan yang diindikasi 
termasuk dalam kategori kumuh dengan klasifikasi kekumuhannya di wilayah 
studi kawasan permukiman kumuh. 
  Berdasarkan hasil analisis tabel penilaian di kawasan permukiman kumuh 
pada wilayah studi bahwa tingkat kekumuhannya adalah kumuh Sedang dengan 
bobot penilaian tingkat kekumuhan 37, pertimbangan lain dengan nilai 23 dan 
legalitas lahan adalah (+1) . 
2. Konsep Penataan Kawasan Permukiman Kumuh 
a. Model Pendekatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Fisik)    
Berdasarkan tabel 4.18 model penataan kawasan permukiman kumuh  
adalah model  peremajaan . Model peremajaan terpilih sebagai alternatif 
berdasarkan pertimbangan tiga aspek yaitu kekumuhan, pertimbangan lain 




            +1 
JUMLAH 3 4 10 6 2 6 6 5 3 5 5 5 +1 











Berat Tinggi Legal 
Pemukiman Kembali atau 
Peremajaan 
Berat Sedang  Legal 
Berat Rendah Legal 
Berat Tinggi Ilegal Pemukiman Kembali atau 
Legalisasi Lahan lalu    
Peremajaan 
Berat Sedang  Ilegal 
Berat Rendah Ilegal 
Sedang Tinggi Legal 
Peremajaan Sedang Sedang  Legal 
Sedang Rendah Legal 
Sedang Tinggi Ilegal Pemukiman Kembali atau 
Legalisasi Lahan lalu  
Peremajaan 
Sedang Sedang  Ilegal 
Sedang Rendah Ilegal 
Ringan Tinggi Legal 
Pemugaran Ringan Sedang  Legal 
Ringan Rendah Legal 
Ringan Tinggi Ilegal Pemukiman Kembali atau 
Legalisasi Lahan lalu  
Peremajaan 
Ringan Sedang  Ilegal 
Berat Rendah Legal 
 
E. Analisis SWOT 
 Analisis SWOT yang disajikan pada tabel di bawah ini dapat 
memberikan penggambaran lebih lanjut mengenai kondisi kekumuhan pada 




Tabel 25.  
SWOT Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman di 
lingkungan Rangas Pabesong 
SWOT 
KEKUATAN (STRENGTH) 
a. Sebagian  Besar Bangunan yang ada di 
lokasi penelitian sudah memenuhi kriteria 
keteraturan bangunan  
a. B Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi 
terutama pengolahan hasil laut dan 
perdagangan 
b. Kepadatan bangunan dilokasi masuk dalam 
kategori kepadatan yang rendah 
c. Bangunan di lokasi penelitian memenuhi 
persyaratan teknis bangunan 
d. Cakupan pelayanan jalan lingkungan sudah 
memadai 
e. Pengelolaan air limbah sudah memenuhi 
persyaratan teknis 
f. Cakupan pelayanan air limbah sudah 
memadai 
g. Pasokan air DAMKAR sudah memadai 
 
PELUANG (OPPORTUNITY) 
b. Lokasi penelitian terletak pada fungsi 
strategis kawasan.  
c. Banyaknya investor tertarik pada 
pengelolaan kawasan strategis 
d. Tersedianya anggaran pemerintah untuk 
penanganan kawasan kumuh 
e. Kesesuaian RTR yaitu lokasi peruntukan 
permukian 
KELEMAHAN (WEAKNESS) 
a. Drainase lingkungan tidak memenuhi 
persyaratan teknis 
b. Drainase tidak mencakup sebagian besar 
wilayah lokasi penelitian 
c. Jalan linngkungan tidak memenuhi kriteria 
standar untuk mobil DAMKAR 
ANCAMAN (THREATS) 
a. Bencana kebakaran pada lokasi dengan 
kepadatan penduduk yang tinggi 
b. Persaingan produktifitas ekonomi dengan 
wilayah lain 
 






Tabel 26  
















a. Sebagian  Besar Bangunan 
yang ada di lokasi penelitian 
sudah memenuhi kriteria 
keteraturan bangunan 
b. Lokasi memiliki potensi sosial 
ekonomi terutama pengolahan 
hasil laut dan perdagangan 
c.  
d. Kepadatan bangunan dilokasi 
masuk dalam kategori 
kepadatan yang rendah 
e. Bangunan di lokasi penelitian 
memenuhi persyaratan teknis 
bangunan 
f. Cakupan pelayanan jalan 
lingkungan sudah memadai 
g. Pengelolaan air limbah sudah 
memenuhi persyaratan teknis 
h. Cakupan pelayanan air limbah 
sudah memadai 





a. Drainase lingkungan tidak 
memenuhi persyaratan teknis 
b. Drainase tidak mencakup sebagian 
besar wilayah lokasi penelitian 
c. Jalan linngkungan tidak memenuhi 




a. Lokasi penelitian terletak 
pada fungsi strategis kawasan 
b. Banyaknya investor tertarik 
pada pengelolaan kawasan 
strategis   
c. Tersedianya anggaran 
pemerintah untuk penangan 
kumuh 
d. Kesesuaian RTR yaitu lokasi 
peruntukan permukiman 
Strategi SO 
a. Komitmen pemerintah untuk 
menyediakan infrastruktur 
jalan yang mencakup sebagian 
besar area 
b. Keteraturan bangunan 
mendukung pelaksanaan 




a. Penyusunan aturan tentang 
pengelolaan  kawasan kumuh 
Strategi WT 
 
a. Kondisi jalan yang tidak 
memenuhi kriteria jalan untuk 
mobil DAMKAR 
b. menghambat penanggulangan 
bencana kebakaran 
c. Drainase yang buruk menciptakan 
lingk yang tidak sehat sehingga 
berdampak pada produktivitas 
ekonomi. 
Ancaman (Threats) 
a. Bencana kebakaran pada lokasi 
dengan kepadatan penduduk 
yang tinggi 
b.Persaingan produktifitas 
ekonomi dengan wilayah lain 
Strategi ST 
a. Kepadatan bangunan yang 
rendah dapat mencegah 
terjadinya bencana kebakaran 
b. Pasokan air DAMKAR yang 
memadai untuk mengatasi jika 







Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Tingkat kekumuhan di wilayah studi adalah kumuh sedang yang 
penyebab utama kekumuhan yaitu kondisi kualitas drainase yang tidak 
mampu menampung aliran air limbah dari rumah warga. Sebagian besar 
drainase yang ada rusak ringan hingga sedang. Hal ini juga menyebabkan 
terjadinya genangan air di sebagian besar wilayah dengan drainase rusak 
tersebut.  Selanjutnya, lingkungan Rangas Pabesoang juga terkategorikan 
sebagai kumuh sedang karena ketidaksesuain lebar jalan yang ada untuk 
mobilitas mobil pemadam kebakaran.  
 
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk tingkat kekumuhan, 
pertimbangan lain dan legalitas lahan maka konsep penataan yang 
diterapkan pada wilayah studi adalah peremajan. Program-program 
penataan di wilayah studi berupa program penataan fisik dan program non 
fisik. Gabungan kedua pendekatan tersebut diperlukan untuk mewujudkan 
harapan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh  yang lebih 






a) Program Penataan Fisik 
Program perbaikan drainase sangat diperlukan agar saluran 
drainase yang ada mampu mengalirkan air permukaan dan genangan 
sehingga tidak meberikan dampak negatif bagi warga setempat. 
Perbaikan drainase dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat 
dengan membabat tumbuhan liar di dinding saluran drainase. Pihak 
pemerintah untuk perbaikan drainase dapat berupa pengerukan endapan 
lumpur di sepanjang saluran. Pada saluran drainase yang rusak sedang 
hingga berat dapat dilakukan penggantian seluruh komponen prasarana 
fisik saluran drainase. 
Peningkatan prasarana jalan juga dapat dilakukan untuk 
memberikan kemudahan akses bagi mobil pemadam kebakaran. Lebar 
jalan di Kelurahan Rangas harus memenuhi standar bagi akses untuk 
mobil pemadam kebakaran yaitu 3,5m. Kesesuaian lebar jalan pada 
pemukiman dengan tingkat kumuh sedang akan mengurangi ancaman 
kerugian yang diakibatkan oleh bencana kebakaran. 
b) Program Non Fisik 
Program non fisik dapat dilakukan dengan sosialisasi perawatan 
drainase secara mandiri dan pelaksanaan supervisi terhadap konstruksi 
drainase agar drainase yang ada dapat berfungsi dengan baik dan lebih 






Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Masyarakat diharapkan secara swadayadapat terlibat langsung dalam 
perawatan dan perbaikan kecil terhadap saluran drainase. Selain itu, perlu 
adanya perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan 
pemeliharaan sejumlah drainase yang masih berfungsi dengan baik 
sekaligus melakukan perbaikan untuk drainase yang mengalami kerusakan 
ringan hingga sedang. Penggantian saluran drainase juga diperlukan untuk 
saluran drainase yang mengalami rusak berat.   
2. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses yang sesuai dengan 
standar yang ditentukan  untuk pencegahan dan penanganan bencana 
kebakaran di Lingkungan Rangas Pabesoang. Akses tersebut berupa jalan 
dengan jenis pengerasan dan lebar jalan yang sesuai untuk mobil 
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